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ABSTRAK 
Nur Amaliyah, E131 11 012.“Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di 
Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi”, di bawah bimbingan Patrice 
Lumumba, selaku Pembimbing I, dan Muh. Ashry Sallatu, selaku Pembimbing 
II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Substansi Kebijakan Politik Luar 
Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Di mana, pada 
pemerintahan Presiden Jokowi saat ini menekankan kebijakan politik luar negeri 
bebas aktif dengan melihat kondisi kekinian bangsa Indonesia yang berlandaskan 
pada TriSakti. Penjabaran TriSakti yakni: Berdaulat dalam bidang politik, 
Berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode 
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kebijakan politik 
luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library 
research) yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, 
tabloid, majalah, surat kabar harian, internet, jurnal, serta penulis juga melakukan 
wawancara dengan pihak yang berkompeten menyangkut permasalahan yang akan 
penulis teliti. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan analisis data 
kuantitatif, di mana Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri terlebih dulu 
memperbaiki keadaan dalam domestik. Sehingga, untuk dapat mewujudkan 
kemandirian bangsa akan sangat mudah terealisasikan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjadi negara yang mandiri, 
maka Presiden Jokowi harus menyelesaikan masalah pokok yang sedang dihadapi 
Indonesia, dan jalan Ideologis menjadi salah satu cara agar penyelesaian masalah 
tersebut dapat diselesaikan. Kemandirian yang dimaksudkan bukanlah 
keterisolasian. Akan tetapi, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan 
rakyat Indonesia dengan menggunakan potensi nasional secara maksimal. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat, menjadi anggota aktif 
yang ikut berkiprah dalam percaturan politik internasional melalui pelaksanaan 
politik luar negerinya. Dewasa ini, politik luar negeri Indonesia telah melewati 
masa pertumbuhan yang cukup lama, dan tentu tidak dapat dilewatkan begitu saja. 
Pasang-surut perjuangan dari para stakeholders Indonesia di luar negeri, serta 
diplomasi politik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan 
mereka di berbagai forum internasional, untuk membela kepentingan nasional 
(national interest) Indonesia. 
Dengan adanya kepentingan nasional Indonesia yang terus diperjuangkan 
oleh para stakeholders, maka politik luar negeri Indonesia serta para stakeholders 
perlu secara terus menerus untuk memperbaharui perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan politik luar negeri. Untuk menghadapi tantangan global yang terus 
mengalami perubahan dan perkembangan zaman, agar politik luar negeri 
Indonesia sedapat mungkin terus berfungsi dengan optimal untuk 
memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.  
Pada dasarnya, kebijakan politik luar negeri, merupakan perumusan hasil 
kebijakan dari perpaduan antara keadaan dalam negeri dan keadaan lingkungan 
internasional. Dalam perumusan kebijakan politik luar negeri, tentu saja akan 
mempertimbangkan faktor domestik dan keadaan internasional yang terjadi 
dewasa ini, agar kebijakan yang dirumuskan dapat mewujudkan national interest 
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Indonesia. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa ada 
keterkaitan yang erat antara situasi dalam negeri dengan politik luar negeri.
1
 
Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi menekankan pada 
perbaikan dalam domestik terlebih dahulu. Karena, apabila setiap permasalahan 
telah dapat diatasi di dalam domestik, maka Indonesia dengan sendirinya dapat 
menjadi negara yang patut diperhitungkan eksistensinya dalam percaturan politik 
internasional.  
Oleh karena itu, agar terciptanya suatu pelaksanaan politik luar negeri bebas 
aktif yang dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia, maka Presiden 
Jokowi di dalam pemerintahannya menuntaskan 3 permasalahan pokok yang 
sedang dihadapi Indonesia, yakni:
2
  
Pertama, merosotnya kewibawaan negara, adalah ketika negara tidak mampu 
memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia, serta kewibawaan negara 
juga semakin dicederai ketika negara mengikat sejumlah perjanjian Internasional, 
yang menciderai karakter dan makna kedaulatan yang lebih memberi keuntungan 
bagi perseorangan, kelompok, maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi 
kepentingan nasional. 
Kedua, melemahnya sendi perekonomian bangsa, lemahnya sendi 
perekonomian bangsa Indonesia terlihat dari belum terselesaikannya persoalan 
kemiskinan, serta negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam 
yang sangat besar, baik yang mewujud (tangible) maupun bersifat non-fisik 
(intangible), bagi kesejahteraan rakyatnya. 
                                                          
1
 Bantarto Bandoro (Ed). 2005. “Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia”. Jakarta: 
CSIS. hlm. 5.  
2
 RPJMN 2015-2019, tiga masalah pokok bangsa. Hal 21.  
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Ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, budaya westernisasi 
semakin menggerogoti budaya Indonesia sehingga mengikis karakter Indonesia 
sebagai bangsa yang toleran, memudarkan solidaritas, dan sifat gotong royong. 
Kegagalan dalam pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah 
ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang 
memperuncing kesenjangan nasional.     
Melihat ketiga permasalahan tersebut, Presiden Jokowi dalam visi misinya 
yang tercantum pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019 yang telah disahkan oleh Presiden
3
. Jelas terlihat, bahwa 
dalam pemerintahan Presiden Jokowi menekankan pada politik luar negeri bebas 
dan aktif dengan berlandaskan pada TriSakti dengan menjadikan Indonesia 
sebagai negara yang mandiri. Terlepas dari himpitan negara lain, sehingga 
Indonesia dapat tampil di berbagai forum-forum Internasional dengan membawa 
kepentingan nasional Indonesia.  
Dengan melihat dasar itu, politik luar negeri Indonesia mengedepankan pada 
pengelolaan sumber daya yang ada dalam negeri. Baik Sumber Daya Manusia 
maupun Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, 
Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memanfaatkan sumber daya 
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemandirian yang dimaksudkan dalam hal 
ini, bukanlah keterisolasian dari dunia luar, melainkan kemampuan Indonesia 
untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya Indonesia dengan memanfaatkan potensi 
yang dimilikinya.  
                                                          
3
 Bappenas.go.id, file RPJMN 2015-2019.   
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Selain itu, Presiden Jokowi telah mengadakan hubungan kerjasama bilateral 
dengan beberapa negara, yakni Brunei Darussalam dan Tiongkok,
4
 yang mampu 
memberikan hasil yang nyata bagi Indonesia terhadap hubungan kerjasama yang 
dilakukan oleh Presiden Jokowi. Peningkatan hubungan bilateral yang dilakukan 
oleh Presiden Jokowi berupa kunjungan ke Brunei Darussalam 7-8 Februari 
2015,
5
 dengan meningkatkan kerjasama pada bidang ketenagakerjaan yang terkait 
dengan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada 
seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Sementara itu, 
Sultan Haji Hassanal Bolkiah secara khusus mengapresiasi atas kontribusi WNI 
yang tinggal dan bekerja di Brunei Darussalam bagi pembangunan ekonomi 
Brunei.
6
  
Hubungan bilateral yang pertama kali dilakukan oleh Presiden semenjak 
terpilih, yakni mengadakan hubungan kerjasama bilateral dengan Malaysia. Selain 
itu, Presiden Jokowi juga telah melakukan hubungan bilateral dengan Tiongkok, 
di mana hubungan kerjasama tersebut berfokus pada isu-isu di bidang 
perekonomian, termasuk maritim, industri, dan energi.
7
 Selain itu, tindakan nyata 
yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni dengan menenggelamkan kapal 
ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Karena, hal ini akan 
                                                          
4
 Pada website Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, 
http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7219&l=id. Diakses pada 22 April 2015. 
5
 Website Kemenlu RI, “Tingkatkan Hubungan Bilateral, Presiden Jokowi kunjungi Brunei 
Darussalam”. Pada http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7219&l=id.    
6
 Ibid, website kemenlu.  
7
 Website Kemenlu, “Presiden Jokowi Temui PM Tiongkok dan Hadiri Business Forum Bernilai 
Kerjasama 30 Milyar Dolar”. Pada 
http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7346&l=id. Diakses pada 22 April 
2015.  
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menganggu kedaulatan dari NKRI, dan memperjuangkan kepentingan nasional 
Indonesia di kancah internasional.  
Perubahan kondisi domestik secara signifikan, memengaruhi perumusan 
kebijakan politik luar negeri dalam hal perubahan kepemimpinan. Karena, pada 
dasarnya setiap pemimpin memiliki arah kebijakan yang berbeda-beda, dan 
disesuaikan dengan keadaan domestik dewasa ini. Perubahan kepemimpinan sejak 
Presiden Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhyono, sangat jelas 
memperlihatkan adanya perubahan dalam arah, agenda, dan bahkan substansi 
politik luar negeri Indonesia. Sedangkan pada faktor internasional, juga 
memengaruhi pembentukan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri 
Indonesia. Akan tetapi, hal itu tidak terlepas dari pengaruh pemimpin dari bangsa 
itu sendiri. 
Pengaruh seorang pemimpin terhadap perubahan kondisi domestik dapat 
dilihat pada terpilihnya Presiden Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang ke-7, di 
mana, presiden Jokowi memusatkan perhatian pada ketiga pokok permasalahan 
yang sedang dihadapi Indonesia, dengan gaya kepemimpinan dan pola pendekatan 
yang digunakan oleh Presiden berdasar pada corak atau watak tersendiri 
berdasarkan karakteristik pribadi dari Presiden Jokowi serta dengan menggunakan 
pola pendekatan hubungan kerjasama bilateral.  
Diplomasi bilateral harus menjadi ujung tombak politik luar negeri Indonesia, 
sehingga, pola pendekatan yang dilakukan Presiden Jokowi dapat dikatakan 
berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oleh karena itu, hal ini 
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menjadi dasar, bagaimana pemimpin-pemimpin negara lain antusias menyambut 
presiden terpilih Indonesia pada pertemuan KTT ASEAN di Myanmar.
8
  
Indonesia secara prinsipal menganut politik luar negeri bebas dan aktif yang 
disesuaikan dengan keadaan domestik dan konstelasi politik global. Prinsip ini 
diakui dan dipegang secara kukuh serta konsisten. Hanya saja, isu yang dihadapi 
akan terus berubah, sehingga pendekatan terhadap isu-isu tersebut sering berubah. 
Dengan demikian, prinsip bebas aktif hakikatnya tetap memberikan peluang pada 
pemerintah yang sedang memimpin, Indonesia untuk secara kreatif dalam 
menyikapi berbagai masalah yang muncul.   
Politik luar negeri Indonesia memperlihatkan korelasi persoalan domestik 
yang sulit dan rumit.
9
 Hal ini jelas terlihat pada kondisi domestik Indonesia di 
mana banyaknya permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah masalah korupsi 
yang dapat menghambat kapasitas Indonesia untuk berkiprah dalam dunia 
internasional, karena sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa perumusan 
kebijakan politik luar negeri adalah perpaduan antara masalah domestik dan 
masalah internasional.  
Dengan dasar ini, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam 
merumuskan kebijakan politik luar negerinya, harus mampu untuk 
mengakomodasi segenap stakeholders (pemangku kepentingan) yang berpengaruh 
di dalam negeri, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), tokoh masyarakat, pemuka agama, pengusaha 
                                                          
8
 Majalah masyarakat ASEAN Edisi 6 Desember 2014, “KTT ASEAN Pertama Presiden Joko 
Widodo”.  
9
 Kompas. Rene L Pattiradjawane. 2013. ”Akomodasi Strategis Perspektif Internasional”. Kompas, 
21 Desember. 
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dan kalangan masyarakat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat terciptanya 
kekuatan yang menyatu di dalam negeri sebagai domestic power. 
Dengan memperhatikan acuan-acuan tersebut, Presiden Jokowi 
mengaplikasikan prinsip bebas aktif dengan memfokuskan program politik luar 
negeri Indonesia dalam prinsip TriSakti. Di mana prinsip tersebut terdiri atas 3 
bagian, yakni, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi 
dan berkepribadian dalam budaya.
10
 Dengan memperhatikan hal tersebut, strategi 
yang digunakan dari pemerintahan Presiden Jokowi, dapat dikatakan back to basic 
(kembali ke dasar)
11
, di mana prinsip TriSakti ini sebelumnya telah diagungkan 
oleh Presiden Soekarno.  
Berdaulat dalam bidang politik, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi 
politik yang berdasarkan pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 
Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui 
gotong royong dan persatuan bangsa, sehingga negara yang berdaulat dapat sejajar 
dan sederajat dengan bangsa lain, yang telah maju dengan mengandalkan pada 
kemampuan dan kekuatan sendiri.
12
 
Berdaulat dalam bidang politik, merupakan basis utama keberadaan negara, di 
mana di dalamnya tercakup aspek-aspek hakiki kelangsungan negara: keutuhan 
wilayah, pengakuan internasional atas kedaulatan dan otoritas wilayah, 
kemandirian dalam mengatur dan menentukan kebijakan negara demi 
                                                          
10
 Pidato Jokowi pertama pada rapat paripurna MPR. Senin, 20 Oktober 2014 di akses pada   
http://news.metrotvnews.com/read/2014/10/20/307430/berdaulat-di-bidang-politik-
berdikari-di-bidang-ekonomi-dan-juga-budaya. 
11
 Kompas. Wirengjurit, Dian. 2014. “Reorientasi Polugri: Back to Basic”, Kompas, 12 Oktober. 
12
Visi misi Jokowi-JK. “Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian”, diunduh pada: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-
JK.pdf, diakses pada Jumat, 12 Desember 2014. 
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kesejahteraan masyarakat, kemampuan untuk menciptakan rasa aman bagi warga 
negara melalui penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan 
hukum, membela dan melindungi wilayah dan warga negara dari ancaman baik 
dari dalam maupun dari luar, serta kebebasan dalam menentukan arah hubungan 
luar negeri yang mengabdi pada kepentingan nasional.  
Berdikari dalam bidang ekonomi yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi, 
yakni kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rakyat, yang diartikan 
pada kemandirian ekonomi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya agar 
Indonesia terbebas dari intervensi pihak manapun, yang dapat mengancam 
eksistensi perekonomian rakyat, sehingga dapat mengelola Sumber Daya Alam 
secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
13
  
Berdasarkan pandangan dari seorang ilmuwan Amerika Serikat, Lasswell. 
Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak perlu mengandalkan kekuatan 
militer, tetapi lebih wajar mengandalkan potensi ekonomi. Artinya, tujuan politik 
luar negeri lebih penting menjadi kekuatan ekonomi, karena dengan adanya 
kekuatan ekonomi yang kuat, pengakuan akan kebesaran dan pentingnya 
Indonesia akan datang sendirinya. Seperti kata Hubert H Humphhrey sebagaimana 
dikutip dalam harian kompas, “Foreign policy is really domestic policy with its 
hat on”14. 
Berkepribadian dalam kebudayaan, dimaksudkan mendorong masyarakat 
Indonesia agar bangga dengan karakter budaya sendiri, bangga mengadopsi 
                                                          
13
 Wisnoe Moerti. 2014. “Berdikari dalam Ekonomi ala Jokowi-JK”. Kamis, 22 Mei diakses pada 
http://www.merdeka.com/uang/berdikari-dalam-ekonomi-ala-jokowi-jk.html 
14
 Lasswell, dalam surat kabar harian kompas dengan judul , “Reorientasi Polugri: Back to Basic”. 
12 Oktober 2014. 
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budaya sendiri merupakan salah satu cara untuk menghalau dampak negatif 
globalisasi. Arus globalisasi terus menjejali generasi dengan nilai-nilai kebarat-
baratan, sehingga apabila dibiarkan terus menerus generasi mendatang tidak 
memiliki karakter yang berbasis pada tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
15
 
Alasan utama memilih tema ini karena Kajian Politik Luar Negeri sangat 
menarik dan menantang untuk dikaji lebih dalam karena, masih sedikit peneliti 
yang membahas mengenai kepemimpinan dari seorang Presiden Jokowi. Penulis 
melihat betapa pentingnya pengkajian Politik Luar Negeri dalam disiplin Ilmu 
Hubungan Internasional di masa mendatang, khususnya untuk Indonesia. 
Mengingat, saat ini negara Indonesia memiliki pemimpin baru, sehingga sangat 
menarik untuk melihat substansi dari kebijakan politik luar negeri yang akan 
dijalankan presiden terpilih, yakni Presiden Jokowi dengan corak atau watak 
tersendiri berdasarkan karakteristik pribadi Presiden Jokowi dalam 
kepemimpinannya. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
     Mengingat materi pembahasan amatlah luas, yakni Kebijakan Politik Luar 
Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, maka untuk lebih 
memudahkan pembahasan ini, penulis mengkaji substansi dari kebijakan politik 
luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan presiden Jokowi dengan 
memfokuskan pada prinsip TriSakti, berdasarkan visi misi dan RPJMN 2015-
2019 yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini memudahkan untuk 
                                                          
15
 Bimo Nugroho dan M. Yamin Panca Setia. 2014. ”Jokowi People Power”. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama. Hal.  92. 
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mengetahui substansi dari kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah 
pemerintahan Presiden Jokowi.  
Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, maka penulis 
merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yakni sebagai berikut: 
1. Apa yang melatarbelakangi kebijakan politik luar negeri Indonesia? 
2. Bagaimana substansi kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah 
pemerintahan Presiden Jokowi? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi kebijakan politik 
luar negeri Indonesia. 
b. Untuk menjelaskan substansi dari kebijakan politik luar negeri 
Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. 
2. Kegunaan Penelitian 
Apabila tujuan di atas tercapai, maka penelitian ini: 
a. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa 
Hubungan Internasional maupun mahasiswa lainnya yang mempunyai 
perhatian dan minat yang sama dalam kebijakan politik luar negeri 
Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. 
b. Penulis berharap bahwa hasil dari penulisan ini dapat memberikan suatu 
masukan kepada segenap elemen yang berminat membahas mengenai 
11 
 
kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia di bawah pemerintahan  
Presiden Jokowi. 
 
D. Kerangka Konseptual 
1. Kebijakan 
Kebijakan (policy) harus mampu memberikan hasil yang terbaik dari 
setiap pengambilan keputusan. Lebih lanjut, kebijakan menurut James E. 
Anderson, seorang peneliti public policy and administration di Amerika, 
mendefenisikan makna kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang 
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku 
atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
16
 Dengan 
melihat defenisi dari James E. Anderson, berimplikasi:
17
 
Pertama, bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan itu 
berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 
Ketiga, kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 
pemerintah.  
Keempat, bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan 
beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau 
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk 
tidak melakukan sesuatu. Kelima, kebijakan dalam arti positif didasarkan 
pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.    
                                                          
16
 James E. Anderson. 1984. ”Public Policy Making”, (New York: Holt, Rinehart and Winston), 
cet. ke-3, h. 3. 
17
 James E. Anderson, Ibid Hal 3-5. 
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Selain itu, kebijakan menurut ahli policy, Carl Friedrich menyatakan 
bahwa: 
“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan 
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya 
mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan”. 18 
 
Hal ini harus sejalan antara makna dari kebijakan James E. Anderson dan 
setiap tindakan taktis yang diambil oleh Presiden Jokowi untuk merumuskan 
suatu kebijakan, karena kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan mengandung 
suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut 
ingin dicapai oleh Presiden. Akan tetapi, kebijakan yang dikeluarkannya 
terkadang mempunyai hambatan-hambatan, sehingga perlu mencari peluang-
peluang yang tepat agar kebijakan yang dikeluarkan dapat mewujudkan 
tujuan dan sasaran yang diinginkan.  
Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan, tidak bertentangan dengan nilai-
nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, karena, 
pada dasarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengerti keadaan 
dalam masyarakanya sebelum pengambilan keputusan kebijakan. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan keputusan 
yang dipikirkan secara hati-hati oleh seorang pemimpin negara yang 
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang berorientasi pada 
tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 
                                                          
18
 Carl Friedrich, dalam http://digilib.unila.ac.id/443/4/BABII.pdf. Pengertian kebijakan dikutip 
pada website tersebut. Diakses pada 23 April 2015.   
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Secara demikian, dengan mengacu pada konsep tentang kebijakan ini, 
maka Presiden Jokowi dalam setiap tindakan pengambilan keputusan, mampu 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dalam negeri agar dapat 
menghasilkan suatu keputusan kebijakan yang dapat bermanfaat bagi rakyat 
Indonesia.  
Oleh karena itu, Presiden Jokowi dalam membuat kebijakan harus 
mengkaji terlebih dahulu, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak 
yang buruk atau tidak bagi rakyat Indonesia. Hal ini bertujuan, agar suatu 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai rakyat Indonesia apalagi sampai merugikan rakyat Indonesia. 
Atas dasar itu, di dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri 
Indonesia. Presiden Jokowi, harus pandai-pandai untuk mengambil langkah 
yang tepat dalam perumusan kebijakan politik luar negeri, serta menggunakan 
seluruh pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam negeri secara 
maksimal, untuk tercapainya kekuatan yang menyatu dalam negeri sebagai 
domestic power, yang dapat memberikan manfaat yang nyata untuk rakyat 
Indonesia dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.   
2. Politik Luar Negeri 
Kebijakan dan politik luar negeri Indonesia dirumuskan dan dijalankan 
untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan lingkungan 
internasional yang selalu berubah. Indonesia memperjuangkan politik luar 
negeri Indonesia dengan bingkai Prinsip Trisaktinya Bung Karno.  
14 
 
Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi 
mengaplikasikan prinsip bebas dan aktif dengan memfokuskan program 
politik luar negeri Indonesia dalam prinsip TriSakti. Hal ini dapat dikatakan 
bahwa, strategi yang digunakan oleh Presiden Jokowi dapat dikatakan back to 
basic, di mana prinsip ini sebelumnya telah diagungkan oleh Presiden 
Soekarno (Bung Karno), sehingga dapat dikata, terjadi reinkarnasi dalam 
politik luar negeri Indonesia saat ini dari Presiden Soekarno sebelumya. 
Prinsip TriSakti yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia saat 
ini menjadi jargon pada kampanye pemilihan Presiden Jokowi tahun lalu, dan 
hal ini membuat masyarakat Indonesia bersimpati terhadap Presiden Jokowi 
yang menekankan pada TriSakti-nya Bung Karno. 
Adapun prinsip TriSakti Bung Karno dapat dilihat pada naskah pidato 
Presiden Soekarno, di mana menetapkan TriSakti sebagai landasan kerja 
dalam melanjutkan pembangunan. Dapat dilihat pada teks pidato Presiden 
Soekarno di depan sidang umum ke-4 MPRS pada tanggal 22 Juni 1966,
 19
 
yang menekankan landasan kerja dalam melanjutkan pembangunan, di mana, 
Bung Karno mengemukakan tentang TriSakti, Rencana ekonomi perjoangan, 
dan pengertian berdikari. 
Meskipun, Presiden Jokowi menerapkan prinsip TriSaktinya Bung 
Karno, bukan berarti, Presiden Jokowi hanya mencaplok prinsip tersebut 
secara langsung tanpa adanya fertilisasi terlebih dahulu. Karena, prinsip 
TriSakti yang diterapkan pada zaman Bung Karno, tentu saja berbeda dengan 
                                                          
19
 Naskah pidato Presiden Soekarno yang di akses pada kepustakaan presiden, http://kepustakaan-
presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/soekarno13.pdf , di unduh 
pada tanggal 16 April 2015. 
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keadaan politik luar negeri Indonesia saat ini. Jadi, politik luar negeri bebas 
aktif berdasarkan prinsip TriSakti Presiden Jokowi mengacu pada kondisi 
kekinian bangsa Indonesia serta melihat keadaan internasional saat ini. Oleh 
karena itu, tentu saja terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap 
pengaplikasian kebijakan politik luar negeri bebas aktif Bung Karno dengan 
Presiden Jokowi. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis yakni deskriptif, yaitu 
penelitian yang menggambarkan keadaan fakta empiris disertai argumen 
yang relevan. Kemudian dari hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan 
analisis yang akan berujung pada kesimpulan yang sifatnya analitik. Tipe 
penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kasus 
atau fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah 
penelitian.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, metode 
desktiptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kebijakan 
politik luar negeri RI di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis menelaah sejumlah literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, artikel, 
dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun non elektronik selain 
16 
 
itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pejabat Kemenlu serta 
seorang peneliti dari LIPI yang dianggap berkompeten di bidang politik luar 
negeri Indonesia.  
Adapun bahan-bahan lainnya diperoleh melalui: 
a. Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar; 
b. Perpustakaan Ali Alatas Kementerian Luar Negeri di Jakarta;  
c. Perpustakaan Litbang Kompas di Jakarta; 
d. Perpustakaan LIPI di Bogor; 
e. Kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta; 
f. Kantor P2P-LIPI (Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia) di Bogor; 
3. Teknik Analisa Data 
Penulis menggunakan teknik analisis data hasil penelitian adalah 
dengan teknik analisis data kualitatif. 
4. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang dipergunakan penulis adalah metode 
deduktif, di mana penulis lebih menggambarkan masalah secara umum, 
lalu kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam memaparkan 
analisis dalam penulisan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsep Politik Luar Negeri 
Politik luar negeri memang bukan defenisi, tetapi konsep ini sesuai dengan 
kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara. Akan tetapi, secara umum dapat 
dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan 
negara dan aktor bukan negara di dunia internasional.
20
 Politik luar negeri 
menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik 
luar negeri bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat 
aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.
21
 
 Menurut Christopher Hill, yang mengatakan politik luar negeri sebagai 
jumlah hubungan luar resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya 
negara) dalam hubungan internasional. Lebih lanjut Hill menunjukkan bahwa 
berbagai aktor selain negara, seperti transnational coorporations
 (TNCs), gereja, orang-
orang yang tidak berpunya dan terusir, gerakan-gerakan jihad, non-governmental organizations (NGOs), para pemberontak, 
dan organisasi internasional, seperti Uni Eropa, semuanya bisa berperan dalam politik luar negeri.22
  
Defenisi yang dianggap klasik dan detail, diberikan oleh Walter Carlsnaes, 
yaitu: 
“Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik 
pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah 
                                                          
20
 Abubakar Eby Hara.2011. “Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai 
Konstruktivisme”. Bandung: Nuansa. Hal. 15.  
21
 Ibid Abubakar Eby Hara. Hal 15. 
22
 Christopher Hill. 2003, dalam Abubakar Eby Hara 2011. hal 15. 
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teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan 
itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah 
yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil 
pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang 
berdaulat”.23   
     
Lebih lanjut, K.J. Holsti mendefenisikan, foreign policy as the analysis of 
decisions of a state toward the external environment and the condition-usually 
domestic under which these actions are formulated.
24
 Hal ini dimaksudkan, politik 
luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan  
pada kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi di dalam negara 
terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri 
suatu negara.   
Senada dengan K.J Holsti, Mark R. Amstutz, mendefenisikan politik luar 
negeri sebagai, as the explicit and implicit actions of governmental officials 
designed to promote national interests beyond a country’s territorial 
boundaries.
25
 Pada defenisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat 
pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya agar dapat 
mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas territorial 
suatu negara.   
Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri ini 
merupakan konsep yang digunakan pemerintah atau negara maupun non 
                                                          
23
 Carlsnaes.2002, dalam Abubakar Eby Hara. 2011. Hal 15-16.  
24
 K.. J. Holsti. 1970. “National Role Conceptions in the study of Foreign policy”.Vol. 14, No. 3. 
Hal. 233-309. Diakses pada  http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf 
25
 Mark R. Amstutz. 2013. “International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global 
Politics”. 4th Ed. Boulder: Rowman and Littlefield. Hal 18. 
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pemerintah untuk merencanakan dan berkomitmen untuk menjadi pedoman dalam 
berhubungan dengan pihak-pihak lain di lingkungan eksternal.  
Politik luar negeri dari tiap-tiap negara adalah lanjutan dan merupakan 
refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan 
politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestiknya tidak ada arah yang 
jelas dan banyak mengandung ketidakpastian di tingkat nasional, akan sulit 
merefleksikan pada tingkat internasional.
26
  
Selain itu, politik luar negeri suatu negara senantiasa di dalamnya 
mengandung dua unsur yang saling berinteraksi, yaitu keajegan (tetap) dan 
perubahan. Unsur keajekan ini biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh 
masyarakat di negara itu serta prinsip-prinsip bernegara yang disepakati, 
sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan strategis, prioritas 
dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya.
27
 
Ada beberapa faktor determinan atau indikator yang dapat dipakai untuk 
memahami perilaku politik luar negeri yang dinamis. William D. Coplin 
mengidentifikasikan ada 4 determinan politik luar negeri.
28
  
Pertama, adalah konteks internasional. Artinya situasi politik internasional 
yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat memengaruhi bagaimana negara itu 
akan berperilaku. Dalam kaitan ini, Coplin lebih lanjut menyatakan bahwa 
terdapat tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional 
                                                          
26
 Ganewati Wuryandari (ed). 2011. “Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan 
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terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografi, ekonomi, dan politik. 
Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi geografi dan dalam 
kaitannya dengan negara-negara lain dalam sistem itu, serta hubungan ekonomi 
dan politik antara negara itu dengan negara-negara lainnya. Geografi merupakan 
sesuatu yang konstan keberadaannya. Sebagaimana halnya geografi, faktor 
ekonomi juga memainkan peranan penting dalam menentukan kebijakan politik 
luar negeri. Melalui faktor ini arus barang dan jasa dapat memengaruhi 
pendukung ketergantungan antara satu negara dengan negara lain.  
Kedua, yang menjadi determinan dalam politik luar negeri adalah perilaku 
para pengambil keputusan. Dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian 
dan lembaga negara di suatu pemerintahan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi 
oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan individu-individu 
dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar 
negeri. 
Ketiga, kondisi ekonomi dan militer, kemampuan ekonomi dan militer 
suatu negara dapat memengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan 
negara lain.  
Keempat, determinan terakhir yang memengaruhi politik luar negeri yakni, 
politik dalam negeri. Melalui perspektif ini yang ingin dilihat, adalah sistem 
pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta 
pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam 
negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar 
negeri. 
21 
 
Teuku May Rudi mendefenisikan, Politik Luar Negeri sebagai sekumpulan 
kebijakan yang berperan dan berpengaruh dalam hubungan suatu negara 
(pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, sebagai tanggapan (respon) 
terhadap kejadian dan masalah dunia internasional. Dengan kata lain, politik luar 
negeri merupakan sintesa pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) 
nasional.
29
 
Secara umum dapat dikatakan, bahwa politik luar negeri merupakan 
kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik 
lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia 
internasional.
30
 Berdasarkan defenisi dari berbagai ahli, maka dapat dikatakan 
bahwa,  
kebijakan politik luar negeri, dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal, merupakan faktor-faktor yang 
bersumber dari dalam negara yang saling memengaruhi perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di dalam forum internasional.  
Sedangkan faktor eksternal, yang bersumber dari perubahan dan 
perkembangan atmosfer publik, keamanan, dan ekonomi internasional juga 
dapat memengaruhi bahkan menekan negara lain dalam mengambil pilihan 
kebijakan luar negerinya.
31
 
 
Dalam kaitannya dengan faktor-faktor politik domestik yang memengaruhi 
politik luar negeri suatu negara di atas, Bantarto Bandoro, secara khusus 
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mengkelompokkannya dalam 3 kategori berdasarkan pada kecepatan dari 
perubahan yang terjadi (pace of change), yaitu sebagai berikut:
32
  
Pertama, determinan yang keberhasilannya tinggi (highly stable 
determinants). Perubahan dalam determinan ini, biasanya berjalan sangat lambat 
dan ada kemungkinan berubah secara mendadak. Contohnya antara lain lokasi dan 
ukuran geografi, sumber daya dan populasi. 
Kedua, determinan yang kestabilannya moderat (moderatly stable 
determinants). Perubahan dalam determinan ini, jika memang berubah biasanya 
terjadi lebih lamban daripada determinan yang kestabilannya tinggi. Misalnya, 
budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik dan proses politik. 
Ketiga, determinan yang sifatnya tidak stabil (unable determinants). 
Bentuknya antara lain persepsi, sikap dan faktor-faktor yang muncul secara 
kebetulan saja. Sikap publik bisa berubah dengan cepat, dan dapat dipengaruhi 
oleh berbagai macam alat yang digunakan dalam menjalankan politik luar negeri. 
Dari defenisi ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa politik luar 
negeri sangat erat kaitannya dengan kepentingan nasional suatu negara. 
Kepentingan nasional ini akan sangat membantu untuk memahami sasaran, 
dinamika dan arah suatu politik luar negeri suatu negara, baik pada tataran 
aspirasional, operasional, penjelasannya dan polemik di seputarnya, sehingga, 
kepentingan nasional ini menjadi garis landasan bagi arah kebijakan politik luar 
negeri.
33
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Dengan mengacu pada konsep kebijakan politik luar negeri, maka 
Presiden Jokowi dalam politik luar negeri bebas dan aktif, yang berlandaskan 
pada TriSakti, terlebih dahulu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi 
dalam negeri dan menggerakkan seluruh stake holders yang berpengaruh dalam 
negeri agar dapat terciptanya kekuatan yang menyatu dalam negeri, sehingga 
apabila dalam negeri saja solid dan bersatu, maka hubungan politik dengan negara 
dan bangsa lain dapat berjalan dengan baik, sehingga, kebesaran dan keberadaan 
negara Indonesia dapat diakui di mata internasional. 
 
B.  Konsep Political Personality 
     Dengan melihat penafsiran dari Fred Greenstein, seorang Professor dari 
Universitas Princeton, Princeton, istilah personality mengacu pada keteraturan 
psikis dan merujuk ke dalam sebuah entitas yang disimpulkan. Dengan demikian, 
personality merupakan keteraturan perilaku seorang individu dalam merespon 
stimulus yang berbeda.
34
 Personality dapat didefenisikan sebagai berikut: 
“a complex pattern of deeply embedded psychological 
characteristics that are largely non conscious and not easily 
altered, expressing themselves automatically in almost every facet 
of functioning. Intrinsic and pervasive, these traits emerge from a 
complicated matrix of biological dispositions and experiential 
learning, and ultimately comprise and the individual’s distinctive 
pattern of perceiving, feeling, thinking, coping, and behaving”.35 
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Berbicara mengenai personality maka yang harus diperhatikan, yakni 
perilaku individu. Lewin menekankan bahwa interaksi antarorang bisa dipahami 
lewat situasinya, seperti halnya memahami perilaku.  
Politic, menurut tafsiran Greenstein, mengacu pada politik yang paling 
sering digunakan oleh para ilmuwan politik, misalnya saja pada pemerintahan, 
partai politik, dan kampanye,
36
 sehingga akan terdapat kaitan antara personality 
and politic, di mana personality sebagai sebuah konsep pokok psikologi, 
ditempatkan oleh ilmuwan politik sebagai perilaku politik, biasanya lewat 
pengaruh dari pengalaman hidup seorang individu.  
Perilaku politik dilihat dari bagaimana seorang pemimpin dalam memainkan 
motivasi politiknya. Kepribadian ini berdampak pada peran menyangkut perilaku 
politiknya, kaitan-kaitan antara kepribadian dan kognisi, serta dampak 
kepribadian pada interaksi makhluk politik melalui orang-orang yang ada di 
lingkungan politik. 
Robert E.Lane, seorang peneliti politik Amerika dan psikologi politik, 
sekaligus seorang Professor Emeritus of Political Science at Yale University, 
mendefenisikan political personality, sebagai: 
“may be defined as the enduring, organized, dynamic response sets 
habitually aroused by political stimuli”.37  
 
Defenisi di atas, menyatakan enduring dimaksudkan pusat dari political 
personality. Di mana, bukan hanya respon untuk situasi yang sesaat, akan tetapi 
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dalam berbicara mengenai political personality, maka akan berhadapan dengan 
pola pikir, emosi, dan cara bertindak dalam mengatasi berbagai situasi yang 
berbeda selama jangka waktu yang relatif lama, oleh youth, young adulthood, dan 
maturity. Hal ini berarti, bahwa pola-pola ini ditetapkan lebih awal, sehingga 
ekspresi dan gaya, mengungkapkan perbedaan dari waktu ke waktu. Ada 
perubahan mendasar dalam kepribadian pada usia yang relatif matang 
(maturity).
38
 
Menurut Robert E. Lane, konsep political personality terdiri atas 2 bagian 
yakni:  
Pertama, konsep attitude, di mana konsep ini didefenisikan sebagai mental 
and neural response set. Kepribadian bukan merupakan sifat, akan tetapi lebih 
kepada kepribadian yang membentuk sikap dan bukan sebaliknya.  
Kedua, konsep role, didefenisikan sebagai pola perilaku yang berkaitan 
dengan posisi tertentu dalam masyarakat. Pada prakteknya sangat sulit 
menentukan perbedaan antara peranan, dan kepribadian. Salah satu cara untuk 
membedakan antara kepribadian dan peranan, dengan mengamati orang dalam 
peran yang berbeda, misalnya ayah dan birokrat. Perilaku kepribadian dapat 
ditentukan dengan melihat tindakan peranan yang diambil tepat atau lebih buruk 
lagi, ketika telah menerima keyakinan dan nilai-nilai yang terkait dengan 
melakukan yang sesuai dengan peranan.  
Secara konseptual, political personality memiliki asal-usul sebelumnya, 
memiliki prinsip organisasi yang berbeda, melampaui situasi atau posisi sosial, 
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lebih termotivasi secara internal atau otonom lingkungan. menanggapi krisis yang 
berbeda dan konflik, dan lebih istimewa atau individual daripada apapun (politik ) 
perilaku peran.
39
  
Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan 
yang memengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu 
kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, 
suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Aktor lingkungan 
sosial politik tidak langsung memengaruhi lingkungan sosial politik langsung 
yang berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi.
40
 
Secara umum dapat dikatakan bahwa political personality merupakan teori 
yang melihat konduite politik dari kepribadian yang ada pada diri pelaku politik 
(karakter). Karena, karakter mencerminkan kepribadian perpolitikan seorang 
pemimpin di dalam mengambil keputusan sesuai dengan lingkungan perpolitikan 
yang dijalani oleh pemimpin tersebut. Dengan melihat pandangan Millon 
mengenai political personality, maka terdapat 8 attribute yang menjadi bagian 
dari penerapan political personality bagi seorang pemimpin dalam sebuah 
negara.
41
 Kedelapan attribute tersebut yakni: Expressive Behavior, Interpersonal 
Conduct, Cognitive Style, Mood/Temperament, Self-Image.  
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Dengan meminjam konsep dari million’s eight attribute domains, maka di 
sini kita dapat melihat perilaku politik dari Presiden Jokowi, dengan terlebih 
dahulu melihat kepribadian dari Presiden Jokowi, kemudian dari kepribadian 
tersebut diterapkan dalam politik. Berdasarkan tampilan Presiden Jokowi pada 
layar kaca dan media lainnya, serta menjadikan million’s eight attribute domains 
sebagai landasan untuk melihat perilaku politik Presiden Jokowi maka, kita dapat 
melihat kepribadian Presiden Jokowi yang selalu tampil sederhana dan apa 
adanya. Pola kepribadian dari Presiden Jokowi yakni percaya diri, selain itu 
memiliki karakteristik yang ramah, perhatian, dan baik hati, serta penuh dengan 
kasih sayang, dengan semangat pelayanan dan kerakyatan yang kuat. 
Dengan melihat kepribadian dari Presiden Jokowi, maka hal ini dapat 
dikaitkan dengan perpolitikan Presiden Jokowi, maka dapat dikatakan bahwa 
Jokowi merupakan pemimpin sederhana penuh percaya diri serta penuh kasih 
sayang dalam kepemimpinannya. Hal ini jelas terlihat, ketika Presiden Jokowi 
melakukan perjalan bisnis ke luar negeri.  
Presiden Jokowi selalu menyempatkan, untuk mendengar secara langsung 
keluhan warga negaranya yang berada di luar negeri., sehingga, tidak berlebihan 
apabila dikatakan, bahwa Presiden Jokowi memiliki karakter yang berbeda dalam 
menentukan substansi dari politik luar negeri bebas aktif yang dibandingkan 
dengan presiden sebelumnya yang memimpin Indonesia. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI RI DAN 
KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI 
 
A. Kebijakan Politik Luar Negeri RI 
1. Latar Belakang Kebijakan 
     Selama ini, politik luar negeri Indonesia memperlihatkan korelasi 
persoalan domestik yang sulit dan rumit.
42
 Hal ini jelas terlihat pada kondisi 
domestik Indonesia di mana banyaknya permasalahan yang terjadi, salah 
satunya adalah masalah korupsi yang dapat menghambat kapasitas Indonesia 
untuk berkiprah dalam dunia internasional. Selain itu, terdapat 3 masalah 
pokok yang sedang dihadapi Indonesia, yakni:
 43
 
Pertama, merosotnya kewibawaan negara, adalah ketika pemerintah tidak 
kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warganegara, tidak mampu 
mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah membiarkan pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya 
dalam mengelola konflik sosial. Kewibawaan negara juga semakin dicederai 
ketika negara mengikat sejumlah perjanjian internasional yang menciderai 
karakter dan makna kedaulatan yang lebih memberi keuntungan bagi 
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perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi 
kepentingan nasional.  
Kedua, kelemahan sendi perekonomian bangsa, lemahnya sendi 
perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan 
kemiskinan, kesenjanagan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan 
lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan 
ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara 
tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik 
yang mewujud (tangible) maupun bersifat non-fisik (intangible), bagi 
kesejahteraan rakyatnya.  
Ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa, politik penyeragaman 
telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa yang toleran, memudarkan 
solidaritas, dan sifat gotong royong. Kegagalan pengelolaan keragaman itu 
terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber 
daya nasional yang memperuncing kesenjangan nasional. 
Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa maka, 
Presiden Jokowi dalam pemerintahannya mengusung visi: “Perubahan 
Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian 
berdasarkan gotong royong”.44 Dengan meneguhkan kembali jalan ideologi, 
karena ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi 
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sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi 
itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan TriSakti.
45
  
Di mana, penjabaran TriSakti yakni: Berdaulat di bidang politik, berdikari 
di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hal ini menjadi 
landasan pokok Presiden Jokowi di dalam merumuskan kebijakan politik luar 
negerinya. 
Berdaulat dalam bidang politik adalah ciri terpenting bagi negara yang 
berdaulat. Kedaulatan dalam bidang politik, adalah kemampuan untuk menjaga 
kemandirian dan mengaktualisasikan kemerdekaannya dalam seluruh aspek 
kehidupan bernegara. Berdikari dalam bidang ekonomi, diwujudkan dalam 
pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama 
pembentukan produksi. Sedangkan berkepribadian dalam kebudayaan, 
diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan berdasar 
pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa 
dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi 
Indonesia masa depan.  
Pancasila dan TriSakti dipandang sebagai ideologi untuk penuntun, 
penggerak, dan pemersatu perjuangan. Pancasila menjadi pondasi dasar bangsa 
dan negara, sedangkan TriSakti menjadi basis dalam pembangunan karakter 
kebangsaan dan landasan kebijakan nasional masa depan. TriSakti memberikan 
pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam 
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pergaulan antar-bangsa, yang sederajat dan bermartabat. Jalan TriSakti menjadi 
basis dalam pembangunan karakter kebangsaan dan landasan kebijakan 
nasional, yang diterjemahkan dalam 3 aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara, yaitu: Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang 
ekonomi dan berkepribadian kebudayaan.  
Upaya menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam 
bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka Presiden Jokowi 
menetapkan sembilan agenda strategis dalam pemerintahannya yang disebut 
NAWA CITA (Sembilan Cita-Cita),
46
 yakni: 
Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan 
politik luar negeri bebas aktif; Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan 
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpercaya; Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Keempat, menolak 
menjadi negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan 
hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 
Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Keenam, 
meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 
Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik; Kedelapan, melakukan revolusi karakter 
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bangsa; dan Kesembilan, memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat 
restorasi sosial Indonesia. 
Dari kesembilan Nawa Cita di atas, menurut hemat penulis, terdapat dua 
agenda yang berkaitan dengan masalah luar negeri, yakni: berkaitan dengan  
kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik, 
di mana, memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya yang dimiliki 
oleh Indonesia, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.  
Sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal, agar 
negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya tanpa adanya ketergantungan 
dengan negara lain, dan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri, 
untuk bermitra dengan negara Indonesia dalam meningkatkan perekonomian 
Indonesia. Selain itu, yang berhubungan dengan masalah luar negeri lainnya 
yakni menghadirkan kembali peranan negara untuk melindungi segenap bangsa 
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan 
politik luar negeri bebas aktif. 
Prinsip bebas aktif, tetap menjadi roh dalam politik luar negeri Indonesia 
saat ini, sosok dan instrumen politik luar negeri Indonesia cenderung berubah 
seiring dengan perkembangan-perkembangan domestik dan internasional yang 
terjadi di lingkungan Indonesia.
47
 Selain itu, berdasarkan pendapat dari 
Ganewati Wuryandari, bahwa arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada 
dasarnya sesuatu yang sudah jelas di mana, tetap berlandaskan pada konstitusi 
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dan pembukaan UUD 1945, dan menjadi harga mati yang mesti acuannya tetap 
ke situ.  
Tetapi juga, Indonesia tetap mempunyai prinsip mengenai kebijakan 
politik luar negeri yang dilakukan, yakni dengan prinsip bebas aktif. Sampai 
sekarang prinsip itu tetap dilakukan semenjak Hatta mencetuskannya. Prinsip 
politik luar negeri bebas aktif pertama kali diungkapkan oleh Mohammad Hatta 
dalam pidatonya tanggal 2 September dan 16 September 1948, yang kemudian 
dibukukan dengan judul “Mendayung antara Dua Karang” yang merupakan 
penjelasan pertama kali mengenai politik bebas aktif yang dinyatakan di depan 
Badan Pekerja KNIP. Pernyataan tersebut termuat dasar dari prinsip bebas aktif 
dalam politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri yang bebas aktif 
mengandung dua unsur fundamental yaitu, “bebas” dan “aktif”.  
 Meskipun demikian, tentu saja konsep bebas aktif dari Hatta tidak 
sepenuhnya bisa dilakukan saat ini, karena konteksnya sudah berbeda saat 
Hatta mengeluarkan bebas aktif tersebut. Konteksnya sudah berubah dan harus 
ada reinterpretasi  mengenai prinsip bebas aktif itu supaya sesuai dengan 
kebutuhan Indonesia saat ini, karena tantangannya juga sudah berubah. Ketika 
zaman revolusi dulu saat Hatta mengeluarkan politik luar negeri bebas aktif, 
situasi domestik dan internasional berbeda saat itu, sehingga perlu adanya 
suatu reinterpretasi baru mengenai prinsip bebas aktif.  
Lebih lanjut, Ganewati mengungkapkan bahwa, dalam konteks aktif itu 
masih selaras dengan keadaan saat ini. Akan tetapi, dalam konteks bebasnya 
itu, sekarang sudah tidak ada lagi kekuatan antara dua blok. Jadi, dalam 
34 
 
konteks bebas, Presiden Jokowi memaknai bahwa bebasnya kita adalah harus 
tetap pada kebijakan politik luar negeri itu didasarkan pada kemandirian, dan 
kedaulatan dari Indonesia dalam menentukan kebijakan dan arah politik itu 
sendiri.  
Meskipun, hal itu tentu sesuatu yang luar biasa berat dalam konteks 
internasional relations sekarang, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri, 
sehingga saling ketergantungan itu sangat kuat. Karena, kita memiliki 
kelemahan dan di mana kita membutuhkan negara lain untuk mengisi 
kelemahan negara kita.
48
  
Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip 
politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif dengan melihat kondisi 
kekinian bangsa Indonesia dan dunia internasional, serta prinsip bebas aktif ini, 
yang diabdikan untuk kepentingan nasional, karena salah satu unsur yang 
penting dari politik luar negeri RI adalah pengabdian pada kepentingan 
nasional,
49
 dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
Prinsip bebas aktif, telah diterapkan oleh presiden-presiden sebelumnya 
yang telah memimpin Indonesia, karena hal ini tidak dapat dipisahkan begitu 
saja dari perpolitikan luar negeri Indonesia, hanya saja penerapan dari politik 
bebas aktif ini yang berbeda-beda dari setiap pemimpin negara yang memimpin 
Indonesia. Karena setiap pemimpin memiliki karakter yang berbeda dalam 
menentukan arah, agenda, tujuan dan substansi dari politik luar negeri bebas 
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aktif. Oleh karena itu, Presiden Jokowi termasuk pemimpin yang terbilang 
Presiden dengan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dari pemimpin 
sebelumnya. Berdasarkan konsep political personality dengan meminjam teori 
million’s eight attribute domain, maka dapat dikatakan bahwa Presiden Jokowi 
termasuk pemimpin sederhana, apa adanya dan penuh dengan kasih sayang. 
Menurut Hatta, dalam konteks kondisi pertentangan antara dua blok, 
politik “bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan 
mempunyai jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. 
Sedangkan istilah “aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga 
perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.
50
  
Dalam arti yang lebih luas, bebas berarti menunjukkan tingginya 
nasionalisme dan menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar 
dan yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia.
51
 Presiden Jokowi dalam 
mewujudkan Visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian berlandaskan gotong royong, hal itu akan ditempuh melalui 
misi, sebagai berikut: 
52
 
a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan; 
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis 
berlandaskan negara hukum; 
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c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri 
sebagai negara maritim; 
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 
sejahtera; 
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 
f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan; 
 
Di samping itu, berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi mengenai politik 
luar negeri,
53
 yakni, ”Untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan 
untuk memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim”, maka Presiden 
Jokowi dalam misinya terdapat 3 dari 7 misi mengenai jati diri bangsa sebagai 
negara maritim.  
Dari ketiga misi Presiden Jokowi tersebut, sangat jelas menekankan pada 
kemandirian negara RI dengan menjadikan Indonesia sebagai negara poros 
maritim, dengan melihat jati diri atau identitas bangsa Indonesia sebagai negara 
kepulauan. Presiden Jokowi dalam kebijakan luar negerinya, akan menekankan 
pada maritime centered (maritime centered foreign policy), strategi yang 
dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni pembangunan infrastruktur maritim (tol 
laut, pelabuhan, dan perkapalan), pengembangan sumber daya maritim, 
pengembangan sektor perikanan, dan promosi UKM (Usaha Kecil dan 
Menengah).
54
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Selain itu, terdapat 4 agenda strategis terkait politik luar negeri Indonesia, 
yakni, sebagai berikut:
55
 
a. Memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik 
(kepemimpinan Indonesia di ASEAN; arsitektur kawasan East Asia 
Summit; kemitraan strategis bilateral; integrasi ekonomi regional; dan 
perdagangan bebas; IORA). 
b. Melibatkan peran, aspirasi, dan kepentingan masyarakat, serta 
melakukan penataan infrastruktur diplomasi (penguatan Kemlu, 
diplomasi publik, koordinasi antar Kementerian dan DPR dalam 
politik luar negeri, pendidikan dan pelatihan Kemlu). 
c. Mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, 
selak, dan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia. “Untuk 
membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara 
makmur, negara damai, Indonesia harus memiliki jiwa Cakrawati 
Samudra; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan 
hempasan ombak yang menggulung”. 
d. Meningkatkan peran global Indonesia sebagai kekuatan middle power 
regional secara selektif (multilateralisme; kekuatan demokrasi dan 
Islam moderat; kerjasama G-20; transnational crimes and issues; 
perdamaian dunia).  
 
Pemerintahan Presiden Jokowi meletakkan landasan operasional politik 
luar negeri, sebagai upaya untuk meningkatkan konsistensi Indonesia dalam 
melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta jati 
dirinya sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang semakin 
baik, dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai 
tujuan nasional, Indonesia dengan rincian sasaran sebagai berikut:
56
 
a. Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan 
aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara 
maritim, yang ditempuh melalui strategi: 
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1) Evaluasi pelaksanaan  kebijakan politik luar negeri dan penyusunan 
buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas 
aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai 
negara maritim, dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang 
pengesahan UNCLOS (United Nations Convention on The Law of 
The Sea) secara konsisten; 
2) Penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis, dan 
perdagangan; 
3) Konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara 
regular untuk melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang 
berkarakter bebas aktif, sesuai kepentingan nasional dan jati diri 
negara maritim; 
4) Perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan 
politik luar negeri dan diplomasi; 
5) Pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI;   
b. Menguatkan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian 
perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas 
wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-
pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui 
strategi: 
1) Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat; 
2) Pelaksanaan doktrin poros maritim dunia. 
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Salah satu bentuk kebijakan, yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi 
untuk menjaga kedaulatan NKRI, yakni menenggelamkan kapal ikan asing 
illegal, yang memasuki wilayah perairan Indonesia yang mengancam 
kedaulatan negara Indonesia. Presiden Jokowi di bawah pemerintahannya 
dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri, akan mewujudkan sebuah 
diplomasi yang bersifat kerakyatan.  
Hal ini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah mewujudkan sifat 
diplomasi yang membumi, berorientasikan pada kepentingan rakyat, dan dapat 
memberikan manfaat.
57
 Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus 
membumi. Tidak boleh berjarak dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, 
diplomasi yang akan dilakukan Kemlu dan segenap stakeholders, adalah 
diplomasi pro rakyat, diplomacy for the people.  
Diplomasi harus dapat memberikan solusi, menjembatani perbedaan dan 
juga membuka peluang untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
58
 
Politik luar negeri Indonesia kedepannya mau tidak mau dihadapkan pada 
sejumlah faktor internal
59
, yakni:  
Pertama, politik luar negeri harus selalu diabdikan untuk kepentingan 
nasional. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang paling utama, yakni 
bagaimana mempercepat proses pemulihan ekonomi, sehingga cita-cita untuk 
memakmurkan rakyat dapat terwujud. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban 
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untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menjamin akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menegakkan keadilan sosial. Hak 
dan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang layak ini, 
menjadi inti tujuan nasional yang harus dipenuhi pemerintah melalui 
pelaksanaan politik luar negeri. 
Kedua, Semakin pentingnya opini publik dalam proses perumusan 
kebijakan, termasuk di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri tidak dapat 
lagi dianggap sebagai ranah (domain) eksklusif para elit pembuat kebijakan. 
Sebagai sebuah negara demokrasi, politik luar negeri Indonesia juga harus 
mencerminkan aspirasi publik secara luas.  
Namun, opini publik tidak selalu rasional, dan ada kalanya dapat 
kontraproduktif bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemerintah juga 
dihadapkan pada tantangan bagaimana memilah opini publik yang sejalan 
dengan kepentingan bersama di satu pihak, dengan opini yang hanya 
mencerminkan kepentingan kelompok belaka di pihak lain. 
Ketiga, berkaitan dengan faktor kedua, adalah berubahnya struktur 
pengambilan keputusan, di mana pemerintah bukan lagi merupakan satu-
satunya aktor dalam hubungan internasional. Seiring semakin berkembangnya 
demokrasi, peran masyarakat semakin penting. Oleh karena itu, keikutsertaan 
masyarakat dalam proses kebijakan luar negeri merupakan suatu keniscayaan, 
apabila pemerintah menginginkan adanya politik luar negeri yang legitimate 
serta didukung secara luas oleh konstituen di dalam negeri. 
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Keempat, berkaitan dengan peran Islam dalam politik dalam negeri. 
Seiring semakin terbukanya partisipasi politik masyarakat, faktor Islam 
menjadi faktor dalam negeri, yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. 
Sebagai negara yang jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, dan 
berstatus sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.  
Kedudukan gerakan-gerakan Islam sebagai wahana pengartikulasian 
sentimen publik menjadi faktor penting bagi kebijakan luar negeri. Keterlibatan 
dan keikutsertaan organisasi-organisasi massa berbasis Islam, baik dalam 
proses kebijakan luar negeri maupun dalam mendukung pelaksanaan 
diplomasi, senantiasa dibutuhkan, dan perlu didorong untuk memperkuat 
dukungan di dalam negeri. 
Kelima, keharusan bagi politik luar negeri untuk mencerminkan adanya 
nilai-nilai baru yang berkembang di dalam negeri. Dalam hal ini, kemandirian 
negara untuk menjaga kedaulatan dengan menjadikan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia. Hal ini memberi nilai tambah bagi Indonesia di mata dunia 
Internasional.  
Keenam, kapasitas nasional (national capacity) dalam menjalankan 
keinginan-keinginan di bidang luar negeri. Para pelaku politik luar negeri harus 
rasional dalam menyusun agenda prioritas, yang tidak hanya mencerminkan 
kebutuhan-kebutuhan nyata bagi pemenuhan kepentingan nasional, tetapi juga 
harus realistis dalam penetapan prioritas.  
Keseluruhan faktor domestik di atas, menunjukkan adanya suatu 
keharusan bagi Indonesia untuk memformulasikan agenda politik luar negeri 
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yang realistis, seperti lazimnya dalam suatu negara yang normal. Kepentingan 
utama politik luar negeri Indonesia saat ini, yakni bagaimana Indonesia 
meningkatkan upaya memanfaatkan berbagai sumber (resources) yang tersedia 
di lingkungan intenasional untuk kepentingan konsolidasi politik dan ekonomi 
di dalam negeri.  
Politik luar negeri, tidak lagi hanya berdasarkan prinsip mutual respect dan 
mutual benefit, tetapi juga lebih penting pada equal footing dan 
unconditionality. Selain itu, prinsip dasar “tidak ada kawan abadi selain 
kepentingan nasional” juga harus ditegakkan kembali. Demikian juga dengan 
prinsip trust no one. Dengan demikian politik luar negeri sewajarnya 
mempunyai visi dihormati dan disegani, sementara misinya kembali pada 
TriSaktinya Bung Karno.
60
  
 Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, melaksanakan 
hubungan bilateral dengan negara-negara yang mampu memberikan 
keuntungan nyata bagi kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Presiden 
Jokowi juga menyatakan bahwa prinsip politik luar negeri Presiden Jokowi, 
yakni semua negara adalah sahabat, akan tetapi, apabila ada negara yang 
merongrong kedaulatan negara, maka hal itu tidak dapat ditolerir lagi, dan 
harus mendapatkan tindakan tegas dari Presiden Jokowi.
61
 
Kunjungan dan perjalanan luar negeri pertama oleh Presiden Jokowi yakni 
pada KTT APEC, ASEAN, dan G-20 di mana, hal ini merupakan salah satu 
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indikator dari upaya diplomasi politik luar negeri, yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia, untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Untuk 
pertama kalinya Presiden Jokowi menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN, yang diselenggarakan pada 12 November 2014 di Nay 
Pyi Taw, Myanmar. Dalam rangkaian lawatan ke ASEAN perdananya itu, 
Presiden Jokowi menyampaiakan tentang rencana Indonesia untuk lima tahun 
kedepan.
62
 
Dalam pidatonya di KTT itu, terlihat jelas bahwa prioritas teratas Jokowi, 
adalah membangun infrastruktur dan membangun konektivitas maritim. 
Prioritas ini dibuat untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 7 persen, sesuai dengan target ekonomi pemerintah 
Indonesia.
63
 Selain itu, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 
dibutuhkan adanya perdamaian dan keamanan yang terjaga. Karena itu, tidak 
ada pilihan lain bagi Indonesia kecuali untuk melanjutkan peran aktifnya dalam 
menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
64
  
Pertemuan KTT ASEAN ini, merupakan kesempatan besar bagi Presiden 
Jokowi untuk memperlihatkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, agar 
negara-negara lain dapat berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi 
tetap memprioritaskan kepentingan nasional dalam pertemuan tersebut, di 
mana Jokowi menekankan pentingnya partisipasi UKM (Usaha Kecil 
Menengah) dalam kerjasama ekonomi. Dimana, mayoritas usaha di tanah air 
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masuk dalam kategori UKM. Hal ini, memberikan keuntungan bagi masyarakat 
Indonesia apabila melibatkan UKM dalam kerjasama ekonomi.  
Dengan melihat keadaan domestik Indonesia saat ini, terdapat tiga bagian 
yang menjadi pelaksanaan politik luar negeri Jokowi dalam mewujudkan 
amanat TriSakti, sekaligus sebagai interpretasi atas pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945. Ketiganya dapat menjadi the most strategic legacy 
sepanjang masa kabinet kerja 2014-2019. Karena, citra paling kuat tentang 
pelaksanaan hubungan luar negeri pada kabinet sebelumnya adalah menempuh 
cara termudah dalam dalih “million friends zero enemy”, bukan benar-benar 
bekerja dalam diplomasi.
65
  
Akibatnya, Indonesia selalu digerakkan oleh kerjasama bilateral, regional, 
intra-regional, dan multilateral bukan sebagai penggerak. Sehingga publik 
beranggapan bahwa diplomasi Indonesia, cenderung menjadi kepentingan 
asing. Soekarnoisme TriSakti dalam hubungan luar negeri Indonesia, perlu 
direvitalisasi dalam konteks kekinian. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi 
Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri serta para pemangku 
kepentingan yang berpengaruh di Indonesia, yang menempatkan diplomasi 
pro-rakyat sebagai penghulu kebijakan luar negeri Indonesia dalam 
pemerintahan Presiden Jokowi.
66
 
Beban pertama Presiden Jokowi beserta jajarannya, adalah bekerja secara 
kolegial guna mengkonsolidasi fakta-fakta domestik. Lalu 
                                                          
65
 Artikel: Taufik Rigo salah seorang diplomat RI 2015.”Jokowi dan Trisakti Politik Luar Negeri”. 
Diposting pada Indonesia Review.com. 13 Januari. di akses pada 
http://indonesianreview.com/taufik-rigo/jokowi-dan-trisakti-politik-luar-negeri 
66
 Taufik Rigo, Ibid.  
45 
 
mengekstensifikasinya melalui saluran kerjasama bilateral. Namun, dalam 
mewujudkan diplomasi pro-rakyat, membutuhkan kemampuan yang 
mengkombinasikan pengalaman karir, kognisi, dan kemampuan berdiplomasi 
dengan nafas patriotisme yang kuat, sesuatu yang paling sedikit dimiliki oleh 
segelintir diplomat Indonesia.
67
  
Akan tetapi, kabinet kerja sudah menang di garis awal, justru di saat pihak 
penguasa (Koalisi Indonesia Hebat) dan penyeimbangnya (Koalisi Merah 
Putih), saling mengumbar jargon patriotisme sebagai pesan politik kepada 
konstituen domestik. Hal ini menjadi modalitas awal Indonesia untuk 
menjalankan rutinitas kerjasama luar negeri, dan meningkatkan peran 
internasionalnya, maka dalam menetapkan prioritas politik luar negeri, 
Kementerian Luar Negeri RI perlu selaras dengan gaya kepemimpinan 
Presiden Jokowi, dan amanah platform TriSakti yang direalisasikan dalam 
kemanfaatan ekonomi sebesar-besarnya. Prioritas itu menjadi the most 
strategic legacy sepanjang masa. 
Membaca fakta domestik, terdapat 3 bagian dalam pelaksanaan politik luar 
negeri Presiden Jokowi dalam mewujudkan amanat TriSakti sekaligus sebagai 
interpretasi atas Pembukaan UUD 1945,
68
 yakni: 
a. Kedaulatan: Penentuan garis batas teritorial Indonesia di darat, laut 
dan kedalaman laut, juga udara serta antariksa.  
b. Keberpihakan kepada Warga Negara Indonesia, termasuk buruh 
migran. Pengelolaan Komunitas Indonesia Perantauan (KIP). 
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c. Diplomasi Ekonomi, menegakkan supremasi Hukum Nasional atas 
hukum internasional. 
Bermodalkan UNCLOS/ITLOS 1982, Presiden Jokowi dibantu oleh 
Kementerian Luar Negeri RI (berdasarkan UU No. 37 tahun1999 tentang 
hubungan luar negeri)
69
 langsung bekerja untuk menjaga kedaulatan negara 
sesuai dengan kepentingan nasional. Khususnya dalam membentuk poros 
maritim dunia pada waktu yang dianggap tepat. Sebab, masih banyak fakta 
yang mesti dikonsolidasi sekaligus dituntaskan secara definitif, yang paling 
krusial, yakni mengenai perbatasan antarnegara, serta hasil sumber daya alam 
yang dinikmati oleh negara tetangga.  
Tuntasnya persoalan perbatasan tersebut, sangat berpengaruh terhadap 
tuntasnya riset fakta keistimewaan geografis dan geoekologis Indonesia,  
sebagai keunggulan kompetitif yang minim dimiliki negara manapun, sehingga 
kerap dianggap “miniatur dunia”.  
Sambil jalan menyempurnakan UNCLOS/ITLOS 1982, Presiden Jokowi 
serta Kemenlu RI serta stake holders yang berpengaruh bekerja dalam bilateral, 
untuk menjadikan seluruh negara sahabat yang berbatasan darat dan laut 
langsung dengan Indonesia (within geographical proximity) sebagai 
persekutuan baru berupa “Aliansi Arkipelagik” (archipelagic alliance). 
Konektivitas maritim inilah sebagai mesin utama Indonesia menuju poros 
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maritim dunia. Negara-negara perbatasan tersebut: Malaysia, Singapura, 
Filipina, Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia.
 70
 
Indonesia sebagai negara kepulauan dan Maritim Dunia, amat dimaklumi 
menjadi daya tawar, mengingat kontur geografi Indonesia sebagai comparative 
advantage yang unik di dunia. Fakta perairan Indonesia sebagai pertemuan 
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia sekaligus terletak pada garis ekuator 
(khatulistiwa) tidak terbantahkan.  
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai perairan laut hangat (warm water 
sea) dengan kekayaan keanekaragaman hayati lautnya dan menjadi musim 
telur/ternak alamiah paling intensif. Di antara Kalimantan dan Sulawesi 
terbentang Garis Wallacea (the Wallace’s Lines), merupakan ekozonal transisi 
yang memisahkan biogeografik Asia dari Australia. 
2. Tujuan Kebijakan   
Presiden Jokowi di bawah pemerintahannya, dalam upaya merumuskan 
kebijakan politik luar negerinya, mewujudkan sebuah diplomasi yang bersifat 
kerakyatan. Hal ini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah mewujudkan sifat 
diplomasi yang membumi, berorientasikan pada kepentingan rakyat, dan dapat 
memberikan manfaat. 
Untuk menjamin koneksitas antara politik luar negeri dan program pro 
rakyat, tidak ada cara lain kecuali membumikan politik luar negeri agar 
memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
71
 Setidaknya terdapat 2 tataran yang 
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dapat dijadikan basis untuk membuat politik luar negeri membumi dan 
bermanfaat bagi rakyat,
72
 yakni: 
Pertama, tataran orientasi kebijakan. Di mana hal ini dipandang sebagai 
upaya bagi pelaku diplomasi dan politik luar negeri dalam menerjemahkan 
komitmen politik yang pro rakyat. Ekonomi kerakyatan dimaksudkan, sebagai 
kebijakan yang berorientasi pada sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.  
Akan tetapi, ekonomi kerakyatan acapkali dimispersepsikan sebagai 
kebijakan yang tidak pro bisnis, tidak ramah terhadap modal asing, dan bahkan 
anti kapitalisme. Sejatinya ekonomi kerakyatan dan ekonomi kapitalis tidak 
perlu diperlawankan karena hal itu merupakan dua hal yang berbeda.  
Kapitalisme adalah paham, sementara ekonomi kerakyatan orientasi dari 
kebijakan. Ekonomi kapitalis juga dapat berorientasi kerakyatan, seperti 
menggelontorkan modal secara massif untuk mengembangkan potensi petani 
dan nelayan. Industrialisasi pertanian dan perikanan adalah sedikit dari banyak 
contoh bagaimana modal tidak memusuhi ekonomi kerakyatan dan bagaimana 
ekonomi kerakyatan tidak anti modal.  
Berbicara mengenai politik luar negeri berdasarkan ajaran hubungan 
internasional, maka politik luar negeri adalah cerminan dari politik dalam 
negeri. Oleh karena itu, politik luar negeri adalah subordinasi dari politik 
nasional. Jika politik nasional pro rakyat, maka diplomasi dan politik luar 
negeri juga harus berorientasi rakyat dan ekonomi kerakyatan.  
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Dalam bingkai pikir semacam ini, tidak salah apabila pelaksanaan politik 
luar negeri, harus mengedepankan diplomasi ekonomi yang memberikan 
manfaat langsung bagi rakyat. Misalnya, dengan mempromosikan hubungan 
ekonomi perdagangan dan investasi, yang menyentuh langsung potensi rakyat 
dan yang membuka lapangan kerja, serta menarik investasi asing dan 
mengarahkannya untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, infrastruktur, 
industri manufaktur berbasis desa, dan menggenjot ekspor produk yang 
dihasilkan kalangan bawah dapat dirujuk sebagai model diplomasi ekonomi 
yang membumi dan memberi manfaat bagi rakyat.  
Kedua, pilihan isu dalam diplomasi juga dapat menentukan, apakah politik 
luar negeri dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Secara umum, ada 
kesan di kalangan rakyat, bawah bahwa politik luar negeri dan diplomasi itu 
untuk kelas elit dan mendunia. Rakyat bertanya apa manfaat yang bisa 
didapatkan dari isu nuklir, G-20 atau perubahan iklim bagi peningkatan harkat 
hidup mereka. Dalam perspektif rakyat, isu itu jauh tinggi tidak tergapai. Untuk 
ikut berpartisipasi di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka pun tidak 
mampu karena tidak berpijak. Oleh karena itu, diperlukan koneksitas antara 
apa yang diperjuangkan oleh para diplomat dan kebutuhan rakyat.  
 
B. Kepemimpinan Presiden Jokowi 
1. Gaya Kepemimpinan Jokowi 
Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan Presiden 
Jokowi, sebaiknya terlebih dahulu memerhatikan karakter dari seorang 
50 
 
presiden. Pada dasarnya, saat ini Indonesia mengalami krisis kepemimpinan 
yang mana menimbulkan gempa krisis nasional bersemayam krisis karakter. 
Usaha untuk keluar dari krisis tersebut tidak bisa hanya mengandalkan politic 
as usual, melainkan perlu menempatkan karakter sebagai pusat ukuran 
kepemimpinan.
73
 
Dengan meminjam konsep political personality dengan menggunakan 
teori millon’s eight attribute domain, maka dapat dilihat karakter dari Presiden 
Jokowi yakni, tampil dengan sederhana, apa adanya serta tidak berlebihan. 
Selain itu, Presiden Jokowi memiliki karakter yang baik dengan penuh kasih 
sayang.  
Kepemimpinan politik Presiden Jokowi dalam hal politik luar negeri 
Indonesia yakni, Presiden Jokowi mampu menempatkan privilege yang 
dimilikinya, dengan tepat melihat potensi Indonesia sebagai negara kepulauan 
dan memiliki sumber daya yang memadai, untuk bersaing dengan dunia 
internasional.  
Dengan melihat potensi tersebut Presiden Jokowi membuat kebijakan, 
agar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia berdasar pada potensi yang 
dimiliki oleh Indonesia. Presiden Jokowi juga melihat adanya peluang bagi 
Indonesia, untuk menjadi poros maritim dunia dengan melihat posisi geografis 
Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan.  
Hal ini, tentu saja membutuhkan kepemilikan leader yang sangat baik, 
agar dapat melihat potensi dan peluang-peluang yang dimiliki oleh Indonesia, 
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agar dapat diaplikasikan pada dunia internasional. Ini tentu saja dimiliki oleh 
Presiden Jokowi. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang menjadikan 
Presiden Jokowi kurang tegas dalam mengambil keputusan. 
Yudi Latif, pemikir kenegaraan dan keagamaan, mengatakan bahwa 
Karakter mencerminkan kepribadian seseorang atau sekelompok orang yang 
terkait dengan basis moralitas, kekhasan kualitas, serta ketegaran dalam krisis. 
Ini merupakan jangkar jati diri, karena merupakan aspek evaluatif yang 
menentukan sikap dasar manusia terhadap diri dan dunianya.  
Keberhasilan seorang presiden, ditentukan oleh modal moral (moral 
capital), serta kemampuannya berfungsi efektif dalam suatu budaya yang 
mencerminkan keberagaman dan ketikpastian moralitas. Moral dalam arti ini, 
adalah kekuatan dan kualitas komitmen seorang pemimpin dalam 
memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat.  
Kapital disini, bukan sekedar potensi kebajikan seseorang, melainkan 
potensi secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang 
dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individu, namun juga kemampuan 
politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam 
mekanisme politik yang bisa memengaruhi perilaku rakyat. Presiden Jokowi 
memperlihatkan basis moralitas kasih sayang (benevolence), dengan semangat 
pelayanan dan kerakyatan yang kuat.
74
 
Selain basis moralitas, karakter pemimpin juga ditentukan oleh kualitas 
khasnya, yang membedakan dirinya dengan orang lain. Kekhasan ini menjadi 
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titik keunggulan yang pada gilirannya harus diterjemahkan ke dalam perbedaan 
dalam menentukan prioritas nasional. Di mana dalam kepemimpinan Presiden 
Jokowi akan menekankan diplomasi membumi yang berorientasikan rakyat dan 
bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Hal ini menjadi kekhasan tersendiri bagi 
Presiden Jokowi selaku Presiden RI yang menempatkan rakyat di atas 
segalanya.
75
 
Ahli kepresidenan, Stephen Hess, menjelaskan, “Ketimbang sebagai chief 
manager, presiden adalah chief political officer dari sebuah republik”. Sebagai 
pejabat politik, tanggung jawab utama seorang presiden adalah membuat 
sejumlah kecil keputusan politik yang amat signifikan seperti menentukan 
prioritas nasional, yang diterjemahkan ke dalam anggaran dan proposal 
legislasi.  
Presiden juga dituntut sistematis untuk mendefenisikan mandat dan watak 
kepemimpinannya, selain menempatkan orang-orang yang loyal terhadap 
agendanya dalam posisi-posisi kunci. Dalam mendefenisikan mandat 
kepemimpinannya, Presiden harus memiliki landasan ideologi kerja (working 
ideology), berupa seperangkat prinsip dasar sebagai haluan kebijakan. Dalam 
hal ini, ideologi dan landasan dari presiden Jokowi yakni UUD 1945 dan 
Pancasila. Di mana hal ini menjadi penuntun bagi Jokowi di dalam 
merumuskan setiap kebijakan yang akan diambilnya.
76
  
Keberanian menentukan fokus terkait dengan karakter ketiga yang 
diperlukan seorang pemimpin, yakni ketegaran; kemampuan mengahadapi 
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kesulitan, ketidakenakan, dan kegawatan. Seorang pemimpin harus menjadi 
jangkar keyakinan dalam samudra ketidakpastian dan ketidakpercayaan.Selain 
itu, pemimpin di masa krisis memerlukan ketepatan untuk membidik jantung 
krisis. Karena itu, perlu keberanian menentukan pilihan dan menghadapi pihak-
pihak anti perubahan. Jokowi dalam awal pemerintahannya mendapatkan 
tekanan luar biasa dari perpolitikan Indonesia saat ini.
77
 
Di awal pemerintahan Jokowi, keadaan domestik RI sangat kacau dalam 
hal perpolitikannya, karena mengalami ketidakstabilan. Hal ini menjadi 
tantangan bagi Presiden Jokowi, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 
yang terjadi di Indonesia. Presiden Jokowi selaku Presiden RI yang terpilih saat 
ini harus mengambil langkah tegas agar dapat keluar dari permasalahan 
perpolitikan tersebut.   
Sesungguhnya gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Presiden Jokowi 
saat ini sama dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Presiden 
Soekarno terdahulu, apabila menyimak buku karya Bung Karno "Di Bawah 
Bendera Revolusi", Bung Karno sering blusukan pada malam hari ke tempat-
tempat masyarakat kumuh, makan bersama orang-oarang kecil di warung-
warung kecil. Perilaku pemimpin Bung Karno seperti inilah yang diadopsi oleh 
Jokowi, gaya kepemimpinan inilah yang dirindukan oleh masyarakat RI yang 
tidak dimiliki oleh pemimpin sebelumnya.
78
 
Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi memang berbeda dan lain dengan 
kebanyakan pemimpin lainnya. Presiden Jokowi turun langsung ke kampung-
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kampung kumuh, dikerubuti langsung oleh orang-orang yang punya 
permasalahan sosial dan langsung berdialog dengan Jokowi, sehingga 
mengetahui dan mengalami secara langsung apa yang dialami dan dibutuhkan 
oleh masyarakat. Karena ciri kepemimpinan yang menonjol dari Presiden 
Jokowi yakni servant leadership, artinya kepemimpinan yang melayani. Hal ini 
sering dikatakan Jokowi bahwa saya adalah pelayan Anda, sekali lagi Presiden 
Jokowi ingin menonjolkan bahwa memimpin adalah bekerja dan melayani.
79
 
Sosok Presiden Jokowi adalah figur yang cerdas, dan pandai dalam 
memimpin. Oleh karena itu, model kepemimpinan transformasional inilah yang 
diadopsi oleh Presiden Jokowi, dengan dicampur dengan model kepemimpinan 
budaya Jawa, lesehan, moralis, demokratis, dan kharismatis, sehingga beliau 
disegani, disayangi, dan dihormati rakyatnya. 
 Kepemimpinan Transformasional yakni, kemampuan yang dimiliki 
seorang pemimpin untuk memengaruhi anak buahnya, sehingga mereka akan 
percaya, meneladani, dan menghormatinya. Kepemimpinan Presiden Jokowi 
identik dengan tipologi pemimpin egaliter, merakyat, sederhana, dan apa 
adanya. 
Gaya kepemimpinan Presiden Jokowi berdasarkan pengamatan dan 
berbagai penelitian, menunjukkan gaya kepemimpinan yang tidak dibuat-buat, 
apa adanya tapi mengalir layaknya masyarakat umum yang sedang berbicara, 
namun memiliki ketegasan, hasrat untuk memahami masalah dan kemauan 
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yang kuat untuk menyelesaikannya diiringi sikap untuk melayani.
80
 Banyak 
faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan seseorang, di antaranya bakat, 
keturunan, lingkungan pengalaman personal, pendidikan. 
81
 
2. Pola Pendekatan Jokowi 
Pola pendekatan yang dilakukan Presiden Jokowi, yakni berdialog 
langsung dengan rakyat, hal ini dapat dikatakan efektif karena Jokowi dapat 
turun dan mendengar  secara langsung apa yang menjadi kegelisahan rakyat 
Indonesia, sehingga Presiden Jokowi dapat mengetahui secara langsung apa 
yang dibutuhkan dan atau diinginkan oleh rakyatnya. Presiden Jokowi 
menggunakan pendekatan humanistik dan menghapus pola pendekatan 
militeristik.  
Cara langsung yang dilakukan oleh Jokowi ini sekarang populer dengan 
sebutan blusukan.
82
 Pola pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi dalam 
pemerintahannya yakni pola blusukan, di mana Jokowi terjun langsung ke 
masyarakat untuk memahami kebutuhan rakyat secara langsung. Blusukan ini 
setidaknya memiliki beberapa keistimewaan, salah satunya pemimpin 
mendapatkan informasi paling mendesak dilakukan dari tangan pertama; 
informasi yang akurat memungkinkan formulasi solusi yang tepat; terbinanya 
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kedekatan psikologis antara pemimpin dan rakyat.
83
 Hal ini jelas terlihat bahwa 
ketiga aspek ini sangat dibutuhkan pada realitas kepemimpinan Indonesia saat 
ini.  
Berbicara mengenai politik luar negeri dalam hal pola pendekatan yang 
dilakukan oleh Presiden Jokowi, yakni melakukan hubungan bilateral dengan 
negara-negara yang mampu memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. 
Selain itu, Presiden Jokowi tetap berteman dengan semua negara, kecuali 
kedaulatan dan kepentingan negara Indonesia diusik, maka Indonesia tidak 
kompromi dengan hal tersebut.
84
   
Selain itu, Indonesia menerapkan concentric fungsional, maksudnya tidak 
tergantung pada kedekatan geografis lagi. Akan tetapi, lebih melihat dari 
kemanfaatan dari hubungan kerjasama yang dilakukan bagi kepentingan 
nasional Indonesia. Meskipun jauh, akan tetapi menguntungkan bagi Indonesia, 
maka hal itu menjadi fokus kebijakan politik luar negeri Indonesia saat ini. 
Termasuk dalam hal isu-isu internasional yang memang relevan dengan 
Indonesia. 
Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya pada sidang paripurna MPR, 
menegaskan akan tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. Oleh karena 
itu, di bawah kepemimpinannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan 
terus aktif dalam setiap forum internasional. Politik luar negeri bebas aktif 
tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional, menciptakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
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Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi, diutamakan untuk kepentingan 
nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Prinsip bebas 
aktif yang selama ini dianut tidak ditinggalkan karena Indonesia tetap 
membuka diri bagi semua negara. Namun demikian, Presiden Jokowi 
menekankan kemitraan yang erat, akan dilakukan terhadap negara yang dinilai 
akan memberi banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, 
kebijakan bebas aktif Jokowi dianggap bersifat pragmatis.
85
   
Menurut Hikmahanto Juwana dalam tafsir baru yang dapat disebut sebagai 
Doktrin Jokowi (Jokowi’s Doctrine) tersebut, politik luar negeri Indonesia 
yang bebas aktif dapat ditafsirkan sebagai “All nations are Friends until 
Indonesia’s sovereignty is degraded and national interest is jeopardized”.86 
Hal tersebut, tersirat bahwa sejak awal masyarakat internasional mengetahui, 
bahwa Indonesia tidak akan bisa diajak berkompromi, ketika kedaulatan dan 
kepentingan nasionalnya dilanggar oleh negara lain atau dirugikan. Tafsir 
kebijakan luar negeri baru ini diharapkan akan membuat Indonesia disegani 
oleh masyarakat internasional dan mendapat dukungan publik di dalam negeri.    
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BAB IV  
SUBSTANSI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI RI 
 
Menuju Indonesia sebagai negara yang mandiri, merupakan sesuatu hal 
yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kerja keras dari 
segenap stake holders yang berpengaruh di dalam negeri, agar dapat terwujud hal 
tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut maka Presiden Jokowi 
di bawah pemerintahannya, akan mewujudkan politik luar negeri bebas aktif 
dengan melihat kondisi kekinian bangsa Indonesia itu sendiri.  
Terdapat 3 permasalahan pokok yang sedang dihadapi oleh Indonesia, 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk mengatasi ketiga permasalahan 
tersebut, Presiden Jokowi kembali ke jalan ideologis agar dapat 
menyelesaikannya. Ideologi tersebut, yakni Pancasila dan TriSakti. Di mana, 
penjabaran TriSakti yakni: Berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam 
bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.  
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri, dengan 
menyelesaikan ketiga pokok permasalah tersebut, maka terdapat tantangan-
tantangan tersendiri untuk menyelesaikannya. Tantangan yang di hadapi pada 
pemerintahan Presiden Jokowi dalam hal mewujudkan program TriSakti ini akan 
diuraikan pula dalam bab ini, selain menjelaskan mengenai substansi dari politik 
luar negeri Presiden Jokowi. 
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Berikut ini, uraian mengenai substansi dari kebijakan politik luar negeri 
Indonesia berdasarkan tiga bidang, yakni: Memperkuat kedaulatan Politik, 
berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
 
A. Memperkuat Kedaulatan Politik 
Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk 
menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya. 
Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan 
sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, 
kemandirian yang dimaksudkan, bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, 
tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan 
dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa.  
Kemandirian yang demikian, adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif. 
Bangsa yang berdaulat dan mandiri, adalah bangsa yang mampu mewujudkan 
kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk 
membangun kemandirian, mutlak diperlukan perkuatan kemampuan nasional di 
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 
Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan 
sekaligus kemandirian.
87
   
Negara dikatakan berdaulat secara politik dan bisa menjadi negara yang 
mandiri, apabila dalam percaturan politik internasional, negara tersebut dapat 
tampil dengan percaya diri membawa kepentingan negaranya. Berdaulat dalam 
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bidang politik yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh Presiden Jokowi, di 
mana posisi Indonesia di dalam percaturan politik internasional, dapat tampil 
dengan membawa kepentingan nasional, tanpa ada himpitan dari negara lain yang 
berkepentingan terhadap kebutuhan pribadi negara tersebut. 
Kedaulatan dalam bidang politik, diwujudkan dalam pembangunan 
demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan dalam bidang politik adalah 
kemampuan untuk menjaga kemandirian dan mengaktualisasikan 
kemerdekaannya dalam seluruh aspek kehidupan.  
Di samping itu, kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat 
yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa. Berdaulat dalam 
bidang politik, merupakan basis utama keberadaan negara, di mana di dalamnya 
tercakup aspek-aspek hakiki kelangsungan negara: keutuhan wilayah, pengakuan 
internasional atas kedaulatan dan otoritas wilayah, kemandirian dalam mengatur 
dan menentukan kebijakan negara demi kesejahteraan masyarakat, kemampuan 
untuk menciptakan rasa aman bagi warga negara melalui penciptaan keamanan 
dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, membela dan melindungi 
wilayah dan warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar, serta 
kebebasan dalam menentukan arah hubungan luar negeri yang mengabdi pada 
kepentingan nasional yang diwujudkan melalui politik luar negeri bebas aktif.
88
 
Prinsip bebas aktif telah menjadi jiwa atau roh yang melandasi pelaksanaan 
politik luar negeri Indonesia. Menurut Mohammad Hatta, prinsip bebas aktif 
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bukanlah berarti netralitas, namun lebih menunjukkan reaksi Indonesia untuk 
bebas memilih atau tidak memihak kepada salah satu blok (Amerika atau Uni 
Soviet) di era Perang Dingin, namun tetap aktif berinteraksi dengan negara lain 
serta berpartisipasi dalam usaha menjaga perdamaian dunia.  
Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri bebas aktif merupakan suatu 
prinsip yang sifatnya rekasioner yaitu prinsip yang lahir sebagai reaksi dan 
respons atas situasi Perang Dingin dan bukan merupakan prinsip yang sifatnya pro 
aktif. Politik luar negeri yang berani tampil beda ini, ternyata mampu 
menginspirasi negara-negara lain yang juga memiliki kecenderungan yang sama, 
sehingga mengerucut pada penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok. Pada tahap 
ini, politik luar negeri bebas aktif dapat dikatakan berhasil mencapai kepentingan 
nasional saat itu yaitu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia di tengah 
perkembangan situasi internasional.
89
    
Dalam kebijakan pemerintahan Jokowi, terwujudnya Indonesia yang 
berdaulat di bidang politik, dapat ditekankan pada adanya kemampuan untuk 
menjaga kedaulatan dan kemandirian wilayah NKRI. Hal ini menjadi modal dasar 
agar Indonesia dapat menjaga wibawanya pada dunia internasional, sehingga tidak 
dilecehkan oleh negara lain.  
Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno.L.P. Marsudi memaparkan 
mengenai politik luar negeri Indonesia untuk lima tahun ke depan pada bidang 
politik, dapat dilihat pada fokus utama dalam negeri yakni menjaga kemandirian 
dan kedaulatan RI. Sedangkan untuk luar negeri, Menlu menekankan pentingnya 
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kerjasama maritim sebagaimana dinyatakannya pada konferensi pers pertamanya 
di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI dalam tabloid diplomasi 
Kemenlu. “Kita ingin mendorong terwujudnya poros maritim nusantara melalui 
pendekatan kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran. Selain itu, kita juga ingin 
mengedepankan doktrin poros maritim dalam pertemuan ASEAN melalui 
ASEAN Maritime Forum dan mendorong terwujudnya konektivitas maritim, dan 
memfasilitasi pembangunan jalur laut serta kerja sama dengan negara-negara 
kepulauan dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim”.90 
Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, dibutuhkan banyak 
investasi yang besar agar kebijakan tersebut dapat terwujud. Dibutuhkan 
pembangunan infrastruktur yang besar, sehingga jalur perdagangan antarnegara 
dapat berjalan dengan baik. Sehingga Presiden harus mampu mengambil 
keputusan yang tepat, agar segenap stake holders dalam negeri dapat bersatu 
untuk membantu terwujudnya kebijakan tersebut. Karena, tanpa dukungan dari 
segenap stake holders sulit untuk mengaplikasikan kebijakan politik luar negeri 
Indonesia sebagai poros maritim.  
Hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar, apabila Indonesia sebagai 
poros maritim, karena telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara 
kepulauan yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Terlebih pemerintahan 
sebelumnya, kurang memperhatikan keadaan dari kepulauan Indonesia yang 
amatlah luas tersebut. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi 
akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim.   
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Selain itu, Jokowi juga berkomitmen pada kedaulatan negara bangsa 
Indonesia dengan menekankan pada kepentingan nasional, misalnya dengan 
melindungi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.  
Hal ini merupakan salah satu upaya agar Indonesia dapat dikatakan sebagai 
negara berdaulat dengan adanya perlindungan yang sangat signifikan terhadap 
warga negara Indonesia. Karena telah kita ketahui bersama kehidupan warga 
negara Indonesia yang berada di luar negeri, mengalami tindakan yang tidak 
manusiawi. Sehingga hal ini membuat Jokowi untuk memerhatikan lebih 
mendalam terhadap nasib dari warga negara Indonesia.
91
 
Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan kedaulatan dalam bidang 
politik, yakni dengan melihat keadaan domestik Indonesia. Di mana, masih 
banyaknya tindakan korupsi yang terjadi, dan sulitnya memberantas para pelaku 
korupsi.
92
 Pemberantasan korupsi ini masih merupakan tantangan yang serius bagi 
pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, korupsi dapat dikategorikan sebagai 
jenis kejahatan luar biasa.  
   
B. Berdikari dalam Bidang Ekonomi 
Salah satu indikator kemandirian suatu bangsa di bidang ekonomi, 
tercermin dari tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu 
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemampuan 
untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, yang bersumber dari dalam negeri, 
yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; 
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dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan 
keunggulan dalam inovasi, kreativitas, integritas, dan etos kerja sumber daya 
manusia.  
Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang 
memiliki kepribadian bangsa, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan 
harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu 
memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan 
kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang 
maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, 
menjamin hak-hak, keamanan, dan ketentraman warganya tanpa ada diskriminasi 
dalam bentuk apapun.
93
 
Berdikari dalam bidang ekonomi, diwujudkan dengan menempatkan 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan 
pelaku utama pembentukan produksi.
94
 Berdikari dalam bidang ekonomi yang 
dimaksudkan Presiden Jokowi, yakni kemampuan Indonesia untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat, yang diartikan pada kemandirian ekonomi. Presiden Jokowi 
menekankan pentingnya agar Indonesia terbebas dari intervensi pihak manapun 
yang dapat mengancam eksistensi perekonomian rakyat, sehingga dapat 
mengelola sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan rakyat.
95
 
Presiden Jokowi, menekankan pentingnya untuk mengelola sumber daya 
alam yang dimiliki oleh Indonesia, baik yang sudah dikelola oleh pihak asing 
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ataupun sumber daya alam yang belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. 
Sehingga dengan mengolah sumber daya alam secara maksimal, maka negara 
dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dan membuka akses pasar untuk produk-
produk Indonesia, membuka pasar-pasar baru yang belum tergarap secara optimal, 
menarik investasi asing di sektor-sektor prioritas sambil melindungi investasi 
Indonesia, mendorong kerjasama strategis dan komprehensif bilateral, 
memanfaatkan ASEAN Economic Community dan melakukan kerjasama 
peningkatan kapasitas dan triangular. Berdikari dalam bidang ekonomi ditandai 
pula dengan kemampuan bangsa Indonesia untuk berinvestasi di luar negeri 
dengan bermitra kepada para pekerja-pekerja yang ada di daerah pertanian, 
perikanan, dan lainnya.
96
 
Selain itu, para diplomat untuk mampu meningkatkan diplomasi ekonomi. 
Kemlu akan menyiapkan guidelines kepada semua kepala perwakilan Indonesia di 
luar negeri, untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Perlu suatu perubahan 
mindset bagi para diplomat Indonesia bahwa kita harus lebih aktif dalam 
diplomasi ekonomi. Diplomat Indonesia, bahkan Dubesnya juga harus 
blusukan”.97 
Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan 
untuk kepentingan nasional, yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah 
ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan 
ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, 
                                                          
96
 Tabloid diplomasi, “Menlu Paparkan Rencana Politik Luar Negeri Indonesia Lima Tahun Ke 
depan”. No.81 Edisi 15 Oktober- 14 November 2014. Hal. 23.  
97
 Paparan Menlu mengenai rencana politik luar negeri Indonesia lima tahun kedepan pada 
konferensi pers pertamanya di Gedung Pancasila, Rabu, 29 Oktober 2014. Dikutip pada 
tabloid diplomasi No.81 hal 23. 
66 
 
keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas 
maupun kemitraan ekonomi, akan dilakukan secara selektif, yang dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. 
Pada pertemuan KTT ASEAN di Myanmar, Presiden Jokowi membawa 
kepentingan nasional Indonesia, yakni Presiden Jokowi mengajak para pemimpin 
negara yang mengikuti pertemuan tersebut, untuk melibatkan secara aktif UKM 
(Usaha Kecil dan Menengah) dalam kerjasama ekonomi. Lalu, tindak lanjut dari 
KTT tersebut, Presiden Jokowi mengharapkan kementerian terkait senantiasa 
mempromosikan keterlibatan UKM, mengingat mayoritas usaha di tanah air 
masuk dalam kategori UKM.
98
 Selain itu, Jokowi juga melihat adanya potensi 
nasional yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat dikembangkan dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, Indonesia pada 
pemerintahan Jokowi, pembangunan ekonomi bertumpu pada pemanfaatan 
potensi nasional.   
Mencermati dinamika dunia internasional dewasa ini, tampaknya sudah 
waktunya politik luar negeri Indonesia mengedepankan pada pencapaian yang 
nyata berdasarkan pendekatan yang realistis, rasional, dan pragmatis. Oleh karena 
itu, politik luar negeri Indonesia mengedapankan ekonomi kerakyatan, yakni 
kebijakan yang berorientasi pada sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat.  
Hal ini diterjemahkan dalam bentuk diplomasi ekonomi yang dapat 
memberikan langsung manfaat bagi rakyat. Diplomasi semacam ini harus 
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mempromosikan hubungan ekonomi perdagangan dan investasi, yang menyentuh 
langsung potensi rakyat dan yang membuka lapangan kerja, serta menarik 
investasi asing dan mengarahkannya untuk sektor pertanian, perikanan dan 
peternakan serta menggenjot ekspor produk yang dihasilkan kalangan bawah. Hal 
ini dapat menjadi rujukan sebagai model diplomasi ekonomi yang membumi dan 
memberi manfaat bagi rakyat.
99
 
Pada dasarnya negara besar, yakni negara yang kuat dalam ekonominya. 
Tidak ada manfaatnya berpartisipasi dalam hingar-bingar hubungan internasional 
kalau kenyataannya tidak kuat secara ekonomi, apalagi menjadi negara yang 
bergantung.
100
 
Dengan pemahaman ini, Presiden Jokowi memusatkan perhatian pada 
diplomasi ekonomi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa, diplomasi ekonomi 
perlu terus dibangun dalam rangka menciptakan peluang pasar di luar negeri 
sehingga produk-produk dalam negeri akan bisa bersaing di pasar luar negeri. 
Presiden lebih lanjut menyatakan bahwa para duta besar Indonesia yang berada di 
luar negeri dilengkapi dengan kemampuan melakukan diplomasi ekonomi dan 
tidak hanya masalah politik saja karena diplomasi ekonomi sangat penting untuk 
membuka peluang pasar di luar negeri. Presiden mengharapkan agar para 
diplomat melakukan 90% diplomasi ekonomi
101
 serta dibekali dengan 
pengetahuan dan kemampuan di bidang ini. Apabila peluang pasar sudah terbuka, 
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maka mudah untuk menggerakkan rakyat dalam berbagai industri untuk 
memenuhi pasar tersebut.
102
   
Konsekuensinya, jika selama ini hiruk pikuk politik luar negeri lebih 
banyak dilakukan dalam kerangka multilateral (PBB, GNB, OKI, APEC, dan 
ASEAN), kini sudah waktunya lebih diarahkan pada diplomasi bilateral,
103
 yang 
dapat memberikan impact terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Henry 
Kissinger mengatakan,” No foreign policy- no matter how ingenious- has any 
chance of success if it is born in the minds of a few and carried in hearts of 
none.” Diplomasi bilateral harus menjadi ujung tombak politik luar negeri.104 
Diplomasi bilateral jelas lebih mencapai hasil yang lebih nyata, sementara 
multilateralism lebih merupakan upaya melukis langit atau mengukir laut. 
Multilateralisme masih tetap diperlukan untuk berdasarkan asas prioritas. Artinya, 
tidak mesti aktif di semua organisasi internasional, kecuali jika mendapatkan 
sesuatu yang nyata, terutama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, 
Presiden Jokowi melihat perlu adanya suatu pemetaan terhadap negara-negara 
yang menjadi prioritas berdasarkan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh.  
Jokowi berkomitmen untuk memajukan kerjasama ASEAN, termasuk 
dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Presiden 
menegaskan, Indonesia tidak akan dibiarkan menjadi pasar semata. Indonesia juga 
harus menjadi bagian penting dari rantai produksi regional dan global, 
sebagaimana dinyatakannya pada KTT ASEAN pertama Presiden Jokowi, 
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“Indonesia di bawah pemerintahan saya terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia 
seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasionalnya 
tidak dirugikan”. Tegas Jokowi ketika berbicara pada di KTT ASEAN 
Myanmar.
105
 
Tantangan yang dihadapi Indonesia apabila ingin menjadi negara yang 
mandiri dalam bidang ekonomi, apabila dilihat dari sektor domestik, yakni pada 
pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi tinggi 
dapat tercapai apabila didukung denga reformasi yang menyeluruh. Maksudnya, 
tantangan yang paling nyata terlihat yakni ketersediaan infrastruktur untuk 
mendukung kemajuan ekonomi Indonesia sangat terbatas dan merupakan 
hambatan yang paling utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan 
investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.  
  
C. Berkepribadian dalam Kebudayaan 
Kepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter 
dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman 
sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi 
politik dan demokrasi ekonomi Indonesia.
106
 Kepribadian dalam kebudayaan 
harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, 
sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.  
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Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari 
perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam 
kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik 
dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan 
sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta 
semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, 
kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.
107
 
Terkait pilar budaya, Presiden Jokowi akan menguatkan soft power 
Indonesia melalui kerjasama budaya, moderasi, demokrasi, pendidikan serta riset 
dan teknologi.
108
 Kepribadian dalam kebudayaan, dilakukan dengan menerapkan 
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 
kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat.  
Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman/pluralisme. 
Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai negara pejuang, 
memudarkan solidaritas sosial, dan meminggirkan kebudayaan lokal. Negara abai 
dalam menghormati dan mengelola keragaman yang menjadi karakter Indonesia 
sebagai negara majemuk. Kemajemukan adalah fakta sosial yang harus diterima 
oleh seluruh komponen masyarakat, sekaligus dijadikan modal dasar bagi 
Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat dan unggul di tengah pergaulan 
antarbangsa di dunia.  
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Untuk itu, menguatkan nilai-nilai Pancasila menjadi basis dalam ikatan 
kehidupan bermasyarakat Indonesia, memantapkan kohesi sosial dan solidaritas 
sosial, dan meneguhkan rasa cinta tanah air untuk merekatkan persatuan dan 
kesatuan.
109
 Dengan menguatkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa 
Indonesia yang sudah lama hilang.     
Salah satu nilai luhur yang menjadi identitas budaya bangsa Indonesia 
adalah gotong royong, yang mencerminkan kesetiakawanan dan kekeluargaan, 
ditandai oleh kesediaan untuk saling berbagi, tolong menolong, dan berpartisipasi 
yang dilandasi semangat persaudaraan yang tulus dalam mengatasi suatu masalah, 
atau melaksanakan suatu hajat dalam kehidupan bermasyarakat.  
Namun, globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya baru cenderung 
melemahkan gotong royong, tergantikan oleh sikap individualis dan konsumtif 
terutama di dalam kalangan masyarakat perkotaan. Untuk itu, penguatan nilai-
nilai pancasila harus menjadi dasar dalam kehidupan anak bangsa Indonesia dan 
meningkatkan kualitas pendidikan bangsa Indonesia agar arus globalilasi tidak 
sampai mengikis nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang menjadi jati diri bangsa. 
Bahkan gotong royong harus dapat ditransformasikan ke dalam semua aspek 
kehidupan masyarakat, termasuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan 
meningkatkan produktivitas nasional.
110
  
Kegagalan bangsa Indonesia dalam mengelola persilangan nilai-nilai budaya 
lokal dan budaya global dapat menjadi ancaman dalam membangun karakter 
bangsa yang kokoh. Bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh apabila 
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keberagaman itu tetap dipertahankan dan tidak menimbulkan pertentangan 
diantara warga masyarakat Indonesia.   
Oleh karena itu, budaya dapat dijadikan sebagai instrument diplomasi 
Indonesia pada politik luar negeri, untuk mempromosikan budaya Indonesia lebih 
luas di negara-negara lainnya yang dapat mempertahankan karakter bangsa 
Indonesia yang kokoh. Promosi nilai budaya ini untuk menjaga keutuhan bangsa 
dan wilayah, serta Indonesia sebagai negara yang berbudaya dapat dijadikan 
sebagai cirri diplomasi dan politik luar negeri yang berkepribadian.
111
 Selain itu, 
berkepribadian dalam kebudayaan dapat dilihat pada peningkatan kualitas 
pendidikan, agar masyarakat Indonesia dapat berkepribadian berdasar pada 
budaya Indonesia sebagai masyarakat pejuang.
112
 
Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan berkepribadian dalam 
kebudayaan yakni, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kualitas 
tingkat pendidikan bangsa Indonesia yang masih terjadi kesenjangan partisipasi 
pendidikan, di mana masih ada segelintir masyarakat Indonesia yang belum 
mampu untuk bersekolah. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi dalam rangka 
memperkukuh karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatnya kemampuan 
masyarakat dalam mengadopsi budaya westernisasi, sehingga nilai-nilai budaya 
bangsa Indonesia semakin tersingkirkan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
 
A. Kesimpulan 
1. Politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi 
memasuki era baru yang memiliki corak atau watak tersendiri berdasarkan 
karakteristik pribadi Presiden Jokowi.  
2. Politik luar negeri Indonesia dirumuskan dan diperjuangkan dengan berdasar 
pada prinsip kemandirian yang berlandaskan pada semboyang TriSakti, 
yakni: Berdaulat dalam bidang politik; berdikari dalam bidang ekonomi; dan 
berkepribadian kebudayaan. 
3. Terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan tujuan 
politik luar negeri Indonesia, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 
 
B. Saran-Saran 
1. Meskipun presiden dalam suatu negara memiliki kekuasaan yang kuat untuk 
mengimplementasikan politik luar negeri, harus sedapat mungkin ikut 
melibatkan pemangku kepentingan lain di dalam negeri untuk bersama-sama 
mengawal politik luar negeri Indonesia, sehingga lebih bersifat legistimate. 
2. Sudah sepantasnya politik luar negeri Indonesia dijalankan untuk mencapai 
kepentingan dan tujuan nasional Indonesia, untuk itu presiden diminta untuk 
pandai-pandai menetapkan prioritas kepentingan bangsa Indonesia yang dapat 
langsung dinikmati oleh seluruh rakyatnya.  
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3. Seluruh komponen kekuatan dalam negeri, sebaiknya dimanfaatkan oleh 
Presiden Jokowi dengan merumuskan dan menjalankan politik luar negerinya 
sehingga hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan baik yang bersifat 
internal maupun eksternal dapat diminimalkan. 
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